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Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Alif Tidak dilambangkan tidak  dilambangkan ا
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 (Sa ṡ es (dengan titik di  atas ث
 Jim J Je ج
 (Ha ḥ ha (dengan titk di bawah ح
 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D De د
 (Zal Ż zet (dengan titik di atas ذ
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syin Sy es dan ye ش
 (Sad ṣ es (dengan titik dibawah ص
 (Dad ḍ de (dengan titik di bawah ض
x 
 
 (Ta ṭ te (dengan titik di bawah ط
  (Za ẓ zet (dengan titk di bawah ظ
 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Wau W We و
 Ha H Ha ه
 Hamzah , Apostof ء
 Ya Y Ye ي
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (  ̕). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 




Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 fatḥah A A ا َ
 Kasrah I I اِ
 ḍammah U U ا َ
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 







a dan i 
 
 ى وَ 
 








Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
 











|ِ...ىِ   ِ  ...ا
fatḥahdan alif 
atauyā’ 
Ā a dan garis di atas 
 kasrah danyā’ I i dan garis di atas ى
 ḍammahdan wau Ū u dan garis di atas ىو
 
4. Tā’ Marbūṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭahada dua, yaitu: tā’ marbūṭahyang hidup atau 
mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan tā’ marbūṭahyang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 
adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭahdiikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid (  ِّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ىber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah(  .(maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddahmenjadi (i,(ىِىِ 
6. Kata Sandang 
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Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال(alif lam 
ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. 
Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata 
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan 
garis mendatar (-). 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop ( ̕ ) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an(dari al-
Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah.Namun, bila kata-kata tersebut 
menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi 
secara utuh.= 
9. Lafẓ al-Jalālah (هللا) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 




Adapun tā’ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepadalafẓ al-Jalālah 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama 
dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila 
nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf 
kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  
Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 
menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk  
huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika 
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 Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana problematika penerapan 
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang 
Disabilitas dalam memperoleh hak Ketenagakerjaan? Pokok masalah tersebut 
selanjutnya di-breakdown ke dalam beberapa submasalah yaitu: 1) Bagaimana peran 
pemerintah dalam penerapan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan 
dan Pelayanan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bulukumba dalam memperoleh 
hak Ketenagakerjaan?, 2) Apa faktor penghambat dalam penerapan Peraturan Daerah 
No 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabiltas di 
Kabupaten Bulukumba dalam memperoleh hak Ketenagakerjaan? 
 Jenis penelitian ini adalah melalui penelitian lapangan dengan mengumpulkan 
data-data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Adapun sumber data 
penelitian adalah data primer dan sekunder serta melakukan teknik pengolahan data 
dan analisis data. Untuk melaksanakan berjalannya penelitian tersebut maka hal 
tersebut harus dilakukan guna mendapatkan informasi yang di inginkan. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Peran pemerintah dalam 
menerapkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelayanan 
Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bulukumba dalam memperoleh hak 
Ketenagakerjaan adalah dengan melakukan pelatihan kerja khusus penyandang 
disabilitas guna untuk meningkatkan skill, serta memberikan alat bantu berupa tongkat 
kepada penyandang disabilitas. 2) Faktor penghambat dalam penerapan Peraturan 
Daerah No 2 Tahun 2018 adalah Pemerintah masih kesulitan dalam melakukan tinjauan 
ke lapangan di karenakan kurangnya dana dari pemerintah pusat sehingga mereka tidak 
dapat mendata penyandang disabilitas sejak 2019-2020 dan tidak dapat melakukan 
pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas karena mereka membutuhkan dana untuk 
turun langsung ke lapangan terlebih dahulu agar dapat membuka pendaftaran untuk 
pelatihan kerja bagi penyandang cacat. Pemerintah daerah belum bisa menyediakan 
akses untuk penyandang disabilitas sehingga penyandang disabilitas kesulitan dalam 
penggunaan akses apalagi jika mereka ingin bekerja, alat yang mereka gunakan tidak 
dapat di penuhi oleh pemerintah. 
 Implikasi dari penelitian adalah 1) peran pemerintah seharusnya adalah 
memberikan pelatihan kerja kepada penyandang disabilitas secara rutin sehingga 
mereka dapat meningkatkan skill dan kemampuannya agar bisa bekerja secara mandiri 
dan dapat memperoleh pekerjaan. 2) Pemerintah seharusnya menyediakan lapangan 
pekerjaan untuk penyandang disabilitas dan menerapkan peraturan daerah No 2 Tahun 
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2018 tentang perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas khususnya di bidang 
ketenagakerjaan sebanyak 1%.  
 





A. Latar Belakang Masalah 
 Manusia yang memiliki kecacatan mental atau yang lebih sering disebut 
dengan penyandang disabilitas adalah seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, 
kekurangan dalam berfikir, serta gangguan keterbatasan dalam beraktivitas dan 
berkomunikasi. 
Keberadaan penyandang disabilitas di dunia khususnya di indonesia sudah 
menjadi kehendak dari Allah SWT. Tuhan menciptakan manusia yang memiliki fisik 
lengkap dan menciptakan manusia yang memiliki fisik cacat dengan waktu yang sama. 
Mereka yang di berikan kelebihan (normal) memiliki kewajiban untuk memperhatikan 
hak-hak penyandang disabilitas agar hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi 
dengan mudah. 
Hak Asasi Manusia (HAM)  merupakan hak bagi setiap manusia yang melekat 
dalam diri manusia. Dalam diri manusia di karunia akal pikiran dan hati nurani. Hak 
asasi manusia tidak mempunyai batas dalam artian di tujukan pada semua manusia baik 
yang miskin maupun yang kaya, laki-laki maupun perempuan, penyandang disabilitas 
dan yang bukan penyandang disabilitas. Hak asasi manusia bersifat universal karena 
tidak memandang warna kulit, jenis kelamin, usia, kultur maupun agamanya.  Hal ini 
dapat diartikan bahwa setiap warga negara Indonesia tanpa memandang suku, agama, 
ras, jenis kelamin, mereka mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan 
dan melaksanakan pekerjaannya. 
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Dalam kaitannya hidup bernegara, maka kewajiban untuk memenuhi hak-hak 
penyandang disabilitas menjadi tanggung jawab pemerintah. Dalam pemenuhan hak 
penyandang disabilitas maka harus tertuang dalam bentuk peraturan secara tertulis. 
Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah yang di harapkan dapat membantu dan 
mempermudah penyelenggaraan kehidupan bernegara. Otonomi daerah di Indonesia 
adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom dalam mengatur sendiri 
pemerintahannya dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Melaksanakan otonomi daerah adalah suatu hal yang sangat 
penting untuk di laksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.  
Dalam Pasal 67 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan 
bahwa pengusaha yang mempekerjakan penyandang disabilitas wajib memberikan 
perlindungan yang sesuai dengan tingkat kecacatannya. Walaupun sudah diatur dalam 
UU, hak penyandang disabilitas sampai sekarang masih sering mendapatkan perlakuan 
diskriminasi. Dalam menerapkan peraturan tentang ketenagakerjaan, ada kelemahan 
pemerintah yaitu dalam kinerja antarlembaga pemerintah belum optimal dan 
memprihatinkan. Isu yang sering di temukan di Indonesia yaitu penyandang Disabilitas 
atau orang yang memiliki keterbatasan fisik di kenal dengan ”Difable”  (Differently 
abled people) Yang di sebut juga sebagai “Disabilitas” mereka adalah warga negara 
yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat sekitar. Serta 
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang 
terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 “penyandang disabilitas adalah setiap orang yang 
mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, sensorik dalam jangka waktu lama 
yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan 
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untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan 
kesamaan hak”,1 dan dalam Pasal 11 Huruf A yang berbunyi “memperoleh pekerjaan 
yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Swasta tanpa 
Diskriminasi”.2 Hal lain juga di jelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “ setiap tenaga kerja memiliki 
kesempatan yang sama tanpa Diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”.3 Dapat di 
jelaskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk 
memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, 
suku, ras, agama, dan politik sesuai dengan kemampuan seseorang, termasuk perlakuan 
yang sama dengan penyandang disabilitas. 
Maka pemerintah membuat Peraturan daerah yang disebut juga sebagai Perda 
yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dan di setujui oleh Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota). Peraturan 
daerah dibentuk dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat dan mewujudkan 
kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah didasari atas asas 
pembentukan perundang-undangan yang di antaranya memihak kepada kepentingan 
rakyat, menunjang tinggi hak asasi manusia, berwawasan Lingkungan dan Budaya. 
Kewenangan pemerintah yaitu menciptakan pembangunan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan dan keinginan yang ada 
di dalam masyarakat di daerahnya tersebut. Maka dalam melaksanakan tugas 
pemerintahannya, pemerintah daerah wajib menetapkan peraturan daerah. 
Kewenangan membentuk peraturan daerah di atur dalam UU No 9 Tahun 2015 tentang 
                                               
1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 Angka 1. 
2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 11 Huruf A. 
3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 5. 
4 
 
Perubahan Kedua atas UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( selanjutnya 
Undang Undang Pemda).  
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No 2 Tahun 2018 tentang 
Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas (selanjutnya dalam Perda tentang 
Disabilitas), terdapat tanggung jawab pemerintah daerah terhadap Penyandang 
Disabilitas serta Penyandang Disabilitas mempunyai kewajiban dan hak dalam 
memperoleh keadilan, pendidikan, pekerjaan dan kesamaan kesempatan. Serta dalam 
Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap 
warga negara indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 
tersebut sangat eksplisit menjelaskan bahwa hak setiap warga negara untuk 
mendapatkan pekerjaan termasuk didalamnya hak penyandang disabilitas yang 
memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Serta Dalam pasal 
28D ayat (2) Undnag-undang Dasar tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang 
berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam 
hubungan kerja.4 Artinya semua manusia dapat memperoleh pekerjaan dan pemerintah 
juga berkewajiban untuk menciptakan lapangan pekerjaan agar dapat tercapai 
kesejahteraan masyarakat dan tingkat pengangguran menurun.  
Di Kabupaten Bulukumba jumlah penyandang disabilitas yaitu 1.223 jiwa. Di 
Kabupaten Bulukumba terdapat Peraturan Daerah yang di buat oleh pemerintah daerah 
yaitu Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pelayanan 
penyandang disabilitas. Dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 
menjelaskan bahwa “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami 
keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama 
                                               
  4 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (2) 
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yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat mengalami 
hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga 
negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.5 Dalam pemenuhan hak penyandang 
disabilitas dalam memperoleh pekerjaan di kabupaten Bulukumba adalah untuk 
meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri, serta mewujudkan masyarakat yang 
sejahtera, adil dan makmur. Perlindungan hak tidak hanya di tujukan kepada 
masyarakat yang memiliki kesempurnaan mental dan fisik tetapi juga di tujukan kepada 
kelompok disabilitas. Penyandang Disabilitas mempunyai hak yang sama dengan 
orang lain. Dalam Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 pasal 8 Menentukan bahwa : 
Pasal 8 
 Setiap penyandang disabilitas memiliki kewajiban:  
a. taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan; 
b. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;  
c. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;  
d. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;  
e.meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keterampilan kerja dalam 
mengembangkan kapasitas pribadi;  
f.memberikan keterangan yang benar atas kejadian yang dialaminya kepada 
pihak yang berkepentingan;  
g.memberikan masukan kepada pemerintah terkait masalah disabilitas demi 
kemajuan pelayanan penyandang disabilitas; dan 
h. memelihara fasilitas dan aksesibilitas yang disediakan oleh pemerintah. 
Pasal 9  
(1) Setiap penyandang disabilitas memiliki hak dalam kesamaan kesempatan dibidang:  
a. pendidikan;  
b. ketenagakerjaan;  
c. perekonomian;  
                                               




d. kesehatan;  
e. keolahragaan;  
f. kebudayaan dan kepariwisataan;  
g. pelayanan publik;  
h. keadilan dan perlindungan hukum;  
i. komunikasi, informasi dan kebebasan berekspresi; ; 
j. kesejahteraan sosial;  
k. perumahan;  
l. politik; dan 
 m. keagamaan. 
     Bagian Kedua 
   Bidang Pekerjaan  
Pasal 18  
(1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak atas bidang pekerjaan yang diselenggarakan 
oleh Pemerintah Daerah atau swasta dan/ atau masyarakat atas dasar kesetaraan, 
keadilan dan proporsionalitas.  
(2) Kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam bidang 
pekerjaan, antara lain mencakup hak atas kesempatan untuk membiayai hidup dengan 
pekerjaan yang dipilih atau diterima secara bebas di bursa kerja dan lingkungan kerja 
yang terbuka, inklusif dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas. 
Pasal 19 
(1) Penyandang disabilitas berhak:  
a. mendapatkan penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat; dan  
b. mempertahankan pekerjaan termasuk jenjang karir serta segala hak normatif 
yang melekat di dalamnya.  
(2) Penyandang disabilitas mempunyai kesamaan hak dan kesempatan untuk 
memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, 
dan memulai usaha sendiri. 
Pasal 20  
(1) Dalam proses perekrutan, dengan memperhatikan kebutuhan khusus penyandang 
disabilitas, pemberi kerja wajib:  
a. menghilangkan syarat sehat jasmani dan rohani;  
b. menghilangkan tes psikologis; 
c. menghilangkan jenis tes yang tidak sesuai dengan penyandang disabilitas;  
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d. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi;  
e. menyediakan alat tes yang sesuai; dan  
f. memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes; 
(2) Dalam proses penerimaan dan penempatan kerja, dengan memperhatikan 
kebutuhan khusus penyandang disabilitas, Pemberi kerja wajib:  
a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi diawal masa kerja 
untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan; 
b. tempat bekerja yang fleksibel;  
c. waktu istirahat sesuai dengan kebutuhan;  
d. jadwal kerja yang fleksibel;  
e. menyediakan supervisor;  
f. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan;  
g. memberikan izin cuti khusus untuk pengobatan; dan  
h. membantu dalam pengisian aplikasi kerja sesuai dengan kebutuhan 
penyandang disabilitas. 
Pasal 21 
(1) Dalam pekerjaan yang sama, Pemberi kerja wajib memberikan upah yang sama 
kepada penyandang disabilitas dengan yang lainnya.  
(2) Setiap pekerja penyandang disabilitas berhak memperoleh perlakuan yang sama 
dengan pekerja lain tanpa diskriminasi. 
(3) Pemberi kerja wajib melindungi penyandang disabilitas dari kecelakaan kerja, 
kekerasan, penindasan, dan pelecehan.  
(4) Pemberi kerja wajib membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhinya hak-
hak penyandang disabilitas.  
(5) Pemberi kerja wajib menghormati ganti rugi yang diajukan penyandang disabilitas 
atas tidak terpenuhinya hak-haknya.  
(6) Pemberi kerja wajib menjamin agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan 
hak berserikat dalam lingkungan pekerjaan.  
(7) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pemerintah Daerah dan 
Swasta.  
(8) Penyediaan, penempatan dan perlindungan kerja bagi penyandang disabilitas diatur 
lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 
Pasal 22  
(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja 
penyandang disabilitas serta menyediakan tempat pelatihan kerja atau loka bina karya 
secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.  
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(2) Penyelenggaraan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 
diselenggarakan oleh masyarakat.  
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan kerja bagi Penyandang disabilitas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati. 
Pasal 23  
(1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan mendapatkan 
pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya termasuk menjadi 
Pegawai Negeri Sipil. 
(2) Pemerintah Daerah memberikan kuota paling rendah 1% (satu perseratus) bagi 
tenaga kerja Penyandang Disabilitas dalam setiap penerimaan Pegawai Negeri Sipil.  
(3) Penerimaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 
memenuhi persyaratan dan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.  
(4) Penerimaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 
menjamin aksesibilitas dalam proses pelaksanaan seleksi. 
 (5) Perusahaan swasta yang memiliki tenaga kerja minimal 100 (seratus) orang dan 
menggunakan teknologi tinggi wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling 
rendah 1 (satu) orang penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan 
kualifikasi pekerjaan.  
(6) Persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan bagi penyandang disabilitas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperhatikan faktor:  
a. jenis dan derajat kedisabilitasan;  
b. pendidikan;  
c. keterampilan dan/atau keahlian;  
d. kesehatan;  
e. formasi yang tersedia;  
f. jenis atau bidang usaha; dan  
g. faktor lain.  
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan bagi 
penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam 
Peraturan Bupati.6 
Meskipun pemerintah telah membuat Peraturan Daerah, tetapi dalam 
memperoleh haknya penyandang disabilitas masih merasakan ketidakadilan karena 
                                               




mereka masih di anggap tidak mandiri dalam melakukan sesuatu. Pemerintah tidak 
meyediakan lapangan pekerjaan khusus penyandang disabilitas sehingga mereka tidak 
dapat bekerja. Serta dalam QS Al Anfal/8:27 di jelaskan bahwa: 
 
ُسولَ  َ َوالرَّ   َوتَُخونُوا أََمانَاتُِكْم َوأَْنتُْم تَْعلَُمونَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ََل تَُخونُوا َّللاَّ
 
Terjemahan: Wahai orang-orang yang beriman! Jangan-lah kamu 
mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati 
amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.7 
Ayat ini bermakna bahwa janganlah kalian mengkhianati Allah dengan 
meninggalkan kewajibanmu. Yang di maksud dengan amanah dalam ayat ini adalah 
haram di khianati, apa saja yang telah di amanahkan oleh allah kepada hambanya jika 
di ingkari maka haram. Kekuasaan adalah bagian dari amanah yang paling penting 
yang ketika di khianati adalah perbuatan haram. Bagi siapa saja yang di berikan amanah 
dalam mengurus rakyatnya tetapi jika dia mengingkarinya maka perbuatannya adalah 
mengkhianati umat(rakyat)-Nya. Penelantaran terhadap hak-hak merupakan wujud 
dari pengabaian hak umatnya. 
Dari hasil penelitian yang saya dapatkan bahwa masalah yang di rasakan oleh 
Penyandang Disabilitas kurangnya lapangan pekerjaan karena banyak perusahaan yang 
tidak ingin mempekerjakan Penyandang Disabilitas. Dalam dunia kerja, peluang 
pekerjaan untuk penyandang Disabilitas masih sangat minim.  Penyandang Disabilitas 
di anggap sebagai seseorang yang tidak mampu ikut dalam persaingan mendapatkan 
pekerjaan. 
Jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Bulukumba tidak sedikit, banyak 
penyandang disabilitas yang telah memasuki usia kerja tetapi tidak dapat bekerja 
                                               
7 Departemen Agama, Mushaf Alquran Terjemah (Jakarta: Suara Agung, 2017) h. 342 
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karena peluang kerja yang disedikan bagi penyandang disabilitas masih sangat kecil 
untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan negara maupun swasta. Dari hasil 
pengamatan  kasus yang sering terjadi yaitu adanya tindak diskriminasi yang di rasakan 
oleh penyandang disabilitas, serta penyandang disabilitas merasa di abaikan oleh 
pemerintah dan perusahaan karena mereka memiliki kekurangan dan di anggap tidak 
dapat melakukan sesuatu padahal mereka masing-masing memiliki keahlian. Peluang 
pekerjaan untuk penyandang disabilitas di Kabupaten Bulukumba masih sangat sulit. 
Kecacatan yang di alami oleh mereka seharusnya tidak menjadi penghalang untuk 
memperoleh hak khususnya pekerjaan.  Kebijakan yang di buat pemerintah tidak sesuai 
dengan harapan Penyandang Disabilitas.  
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Pada penelitian ini yang menjadi focus penelitian adalah peran pemerintah 
dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di kabupaten Bulukumba 
khususnya dalam memperoleh pekerjaan yang telah di atur di dalam Peraturan 
Daerah N0 2 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pelayanan penyandang 
disabilitas. 
2. Deskripsi Fokus 
A.  Pemerintah  
Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Pemerintah yaitu system 
menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan 
social, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya.8 
Pemerintah adalah salah satu pemimpin  yang berada dalam suatu 
                                               
8  Ernawati Waridah, Kamus Bahasa Indonesia. (Jakarta Selatan: Bmedia, 2017) h. 211. 
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daerah yang berwenang mengatur segala sesuatu yang ada pada suatu 
pemerintahan dan berwenang pula membuat aturan yang harus di ikuti 
dan di terapkan oleh seluruh anggotanya.  
B. Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan 
Perlindungan Penyandang Disabilitas 
Perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas yang 
bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan social penyandang 
disabilitas. Istilah Disabilitas kurang di kenal di dalam masyarakat 
karena seseorang yang  memiliki kekurangan fisik sering di namakan 
sebagai penyandang cacat. Disabilitas dalam bahasa Indonesia yang 
berasal dari serapan bahasa inggris disability yang berarti cacat atau 
ketidakmampuan. Penyandang disabilitas di artikan sebagai individu 
yang mempunyai kecacatan atau keterbatasan fisik atau 
mental/intelektual, yang dimana dalam beraktifitas dan berkreasi 
memiliki keterbatasan.9 Penyandang Disabilitas adalah setiap orang 
yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual,mental dalam jangka 
panjang yang mengalami hambatan dalam berinteraksi dengan 
lingkungan dan kesulitan untuk berpartisipasi dengan warga. Pelayanan 
penyandang disabilitas adalah jasa yang diberikan oleh pemerintah 
daerah dalam segala bidang pelayanan baik pendidikan, kesehatan, 
aksesibilitas, ketenagakerjaan, perlindungan hokum, ekonomi, social, 
keamanan, pelayanan public. Perlindungan Menurut KBBI adalah cara, 
proses, dan perbuatan melindungi. Perlindungan adalah sesuatu yang di 
                                               
9 Anugrah Reskiani, tinjauan hukum kedudukan disabilitas, h. 11. 
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lakukan untuk melindungi dan mengayomi. Negara wajib melindungi 
warga negaranya dari berbagai masalah yang terjadi terutama 
perlindungan terhadap masyarakat yang memiliki hak untuk mendapat 
perlindungan atas masalah mental dan fisiknya agar memiliki kesamaan 
dengan masyarakat normal lainnya. Perlindungan penyandang 
disabilitas adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak 
penyandang disabilitas untuk hidup, tumbuh, berkembang,dan 
berpartisipasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dan diskriminasi. 
Munculnya perda tersebut maka ada beberapa tujuan, diantaranya: 
a. mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, 
pemberdayaan, penegakan, dan pelayanan asasi manusia dan 
kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara. 
b. Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, 
pemberdayaan, penegakan dan pelayanan sebagai martabat yang 
melekat pada diri penyandang disabilitas. 
c. Mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih 
berkualitas, adil, sejahtera, mandiri, bermartabat serta bahagia 








C. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana peran pemerintah dalam penerapan Peraturan Daerah No 2 Tahun 
2018 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas di Kabupaten 
Bulukumba dalam memperoleh hak Ketenagakerjaan? 
2. Apa faktor penghambat dalam penerapan Peraturan Daerah  No 2 Tahun 2018 
tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas di Kabupaten 
Bulukumba dalam memperoleh hak Ketenagakerjaan? 
D. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam penerapan Peraturan Daerah No 2 
Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas di 
Kabupaten Bulukumba dalam memperoleh hak Ketenagakerjaan 
2. Untuk menjelaskan faktor penghambat dalam penerapan Peraturan Daerah No 2 
Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabiltas di 
Kabupaten Bulukumba dalam memperoleh hak Ketenagakerjaan. 
E. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka menguraikan tentang hasil penelitian, buku atau karya tulis 
ilmiah yang sebelumnya pernah di lakukan oleh peneliti terdahulu sebelum penelitian 
ini, dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti. 
1. Menurut Ismail Shaleh, dalam Jurnal yang berjudul “Implementasi 
Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di 
Semarang” adapun yang di jelaskan dalam jurnalnya adalah untuk mengetahui 
tentang implementasi pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di bidang 
ketenagakerjaan di Kota Semarang berdasarkan Pasal 53 UU No.8 Tahun 2016 
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tentang penyandang disabilitas.10 Ketertarikan penulis terhadap jurnal ini yaitu 
karena sama-sama mengkaji tentang pemenuhan hak bagi penyandang 
disabilitas. Tetapi, dalam jurnal ini ada perbedaan dengan skripsi yang dikaji 
oleh penulis yaitu dalam jurnal ini belum terdapat peraturan daerah yang 
mengatur tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas sedangkan dalam 
skripsi yang penulis buat sudah ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang 
hak penyandang disabilitas yaitu peraturan daerah no 2 tahun 2018 tentang 
perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas. 
2. Menurut Agustin Erna Rochmawati, dalam Jurnal yang berjudul 
“Perlindungan Hukum Bagi Tenaga kerja Penyandang Disabilitas Dalam 
Pemenuhan Hak Pekerja Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan di Kabupaten Semarang” yang di jelaskan dalam 
jurnal ini adalah untuk mengetahui kedudukan tenaga kerja penyandang 
disabilitas dalam memperoleh pekerjaan serta bentuk perlindungan hokum 
bagi pemenuhan hak-hak pekerja penyandang disabilitas di Kabupaten 
Semarang.11 Terdapat perbedaan antara jurnal dengan skripsi yang penulis 
buat yaitu dalam jurnal menjelaskan tentang bentuk perlindungan hokum bagi 
pemenuhan hak pekerja penyandang disabilitas sedangkan dalam skripsi yang 
penulis buat yaitu hanya focus kepada peran pemerintah dan hambatan dalam 
pemenuhan hak penyandang disabilitas. Serta perbedaan lokasi penelitian 
yaitu dalam jurnal ini terletak di Kabupaten Semarang. 
                                               
10 Ismail Shaleh, Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas 
Ketenagakerjaan di Semarang, 2018 h.1. jurnal.unsyiah.ac.id (Diakses 24 September 2020). 
11 Agustin Erna, Rochmawati, Perlindungan hokum bagi tenaga kerja penyandang disabilitas 
dalam pemenuhan hak-hak pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan di Kabupaten Semarang, 2016 h.1. http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/ 
(Diakses 24 September 2020). 
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3. Menurut Udiyo Basuki, dalam Jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Ham 
Dalam Negara Hukum Indonesia: Studi Ratifikasi Konveksi Hak-hak 
Disabilitas (Convention on The Rights of Persons With Disabilities)” yang di 
jelaskan di dalam jurnal ini yaitu penyandang disabilitas memiliki hak-hak 
serta kebebasan yang sama yaitu diperlukan perlindungan, adil dan setara 
dengan hormat dan martabat yang sama sebagai manusia pada umunya. Dan 
di jelaskan tentang kewajiban pemerintah untuk melindungi HAM kaum 
disabilitas.12 Terdapat perbedaan antara jurnal dengan skripsi yang penulis 
buat yaitu jurnal ini menjelaskan tentang ratifikasi konveksi hak-hak 
disabilitas sedangkan dalam skripsi penulis adalah peran pemerintah terhadap 
peraturan daerah no 2 tahun 2018 tentang perlindungan dan pelayanan 
penyandang disabilitas dalam memperoleh hak ketenagakerjaan. 
4. Menurut Putri Maydi Arofatun Anhar, dalam buku “ ICODIE” yang di 
dalamnya terdapat tulisan yang berjudul “ Responsif Disabilitas: Prioritas 
Kebijakan dalam Sebuah Manajemen di Indonesia” yang di jelaskan bahwa 
dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 
Aspek yang di maksud dalam peraturan tersebut tidak ada batasan di dalam 
pemenuhan hak akses atas layanan dasar pendidikan, kesehatan, transportasi, 
perlindungan social, mitigasi bencana, kesempatan kerja dan berusaha, setara 
di depan hokum, partisipasi dalam budaya dan politik, mendapatkan manfaat 
dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada, serta 
penerimaan dalam masyarakat. Tetapi dalam praktiknya para penyandang 
                                               
12 Udiyo Basuki, “Perlindungan HAM dalam Negara Hukum Indonesia: Studi Ratifikasi 
Konvensi Hak-hak Disabilitas (Convention on The Rights of Persons With Disabilities)” SOSIO-
RELIGIA, vol. 10 no. 1 (februari 2012) . www.aifis-digilib.com (Diakses 28 Oktober 2020). 
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disabilitas masih merasakan kendala-kendala dalam memperlihatkan 
kemampuan yang dimilikinya untuk berpartisipasi dan hak dasarnya masih 
terhalangi.13 Perbedaan antara buku ICODIE dalam tulisannya dengan skripsi 
yang penulis buat yaitu dalam buku mengkaji tentang Aksesibilitas 
penyandang disabilitas, pemenuhan hak disabilitas sebagai konsep konstitusi 
secara luas, dan menggunakan peraturan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 
2016 tentang penyandang disabilitas. Sedangkan dalam penulisan skripsi ini 
penulis hanya mengkaji peraturan daerah No 2 Tahun 2018 tentang 
perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di kabupaten bulukumba 
khususnya dalam memperoleh pekerjaan. 
5. Menurut Geminastiti Purinami, dalam Jurnalnya yang berjudul “Penyandang 
Disabilitas Dalam Dunia Kerja” dijelaskan bahwa penyandang disabilitas 
mempunyai hak yang setara dengan orang lain. Kurangnya lapangan pekerjaan 
bagi penyandang disabilitas sehingga membuat penyandang disabilitas lebih 
memilih bekerja pada sector usaha. Diskriminasi yang dirasakan oleh 
penyandang disabilitas tentu menghambat penyesuaian diri oleh penyandang 
disabilitas. Oleh karena itu pekerja social memiliki peran untuk meningkatkan 
kapasitas orang dalam mengatasi masalah yang dihadapi dan menghubungkan 
sumber yang ada disekitarnya untuk membantu mengatasi masalah.14 Dalam 
jurnal ini terdapat perbedaan dengan skripsi yang penulis buat yaitu penulis 
                                               
13 Putri Maydi Arofatun Anhar, “Responsif Disabilitas: Prioritas Kebijakan dalam sebuah 
Manajemen di Indonesia” dalam “ICODIE Promoting Disability Rights In Indonesia: Proceedings of 
the 2nd Indonesia” (Yogyakarta: Pusat Layanan Difabel, 2019). 
14 Geminastiti Purinami, dkk, “Penyandang disabilitas dalam dunia kerja", vol. 1 no. 
3(Desember 2018)  www.jurnal.unpad.ac.id (Diakses 1 November 2020). 
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mengkaji tentang factor yang menghambat pemerintah dalam pemenuhan hak 
disabilitas di kabupaten Bulukumba. 
F. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Akademik 
Tulisan ini dapat di jadikan sebagai kajian dalam jurusan ilmu hukum dan  
dijadikan referensi oleh mahasiswa ilmu hukum yang akan melakukan penelitian 
selanjutnya. 
2. Manfaat Praktik 
Di harapkan karya ilmiah ini dapat dijadikan sebagai masukan t erhadap 
pemerintah khususnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melakukan 







A. Tinjauan umum tentang Pemerintah Daerah 
1. Pengertian Pemerintah Daerah 
Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, “pemerintah” adalah kekuasaan 
pemerintah sesuatu negara atau badan tertinggi yang memerintah sesuatu negara seperti 
cabinet yang merupakan suatu pemerintah. Sedangkan “pemerintahan” adalah 
perbuatan atau urusan pemerintah. 
Menurut Soehino, pemerintahan mempunyai arti sebagai berikut: 
a. pemerintah dalam arti luas yaitu keseluruhan dari pada alat 
perlengkapan negara yang memegang kekuasaan di dalam negara itu, jadi 
pengertian pemerintah dalam arti luas meliputi badan pembuat undang-
undang,raja,pengadilan atau lembaga yudisial. 
b. pemerintah dalam arti sempit adalah raja atau presiden. Pemerintah 
dalam arti sempit yaitu keseluruhan alat perlengkapan negara yang tidak 
termasuk alat perlengkapan perundang-undangan dan pengadilan.1 
Dari pengertian di atas, sistem pemerintahan merupakan urusan yang 
dilakukan oleh negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, yang 
berdasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan( Trias Politica).  
Secara etimologi, kata pemerintahan berasal dari kata Pemerintah. Kata 
pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti “menyuruh melakukan suatu 
pekerjaan”. Dalam bahasa inggris di sebut Government yang dapat di terjemahkan 
sebagai pemerintah atau pemerintahan. Secara yuridis yang di maksud Pemerintah 
                                               




Daerah adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan 
DPRD.  
Otonomi daerah adalah kebebasan yang ada dalam pemerintah daerah yang 
mempunyai inisiatif dalam rangka mengelola dan mengiptimalkan sumber daya yang 
dimiliki oleh daerah itu sendiri, otonomi daerah dapat di katakan kebebasan untuk 
berbuat sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat di daerahnya.  
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan 
daerah  pada pasal 1 ayat 5 “ otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban 
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan”.2 
Merujuk dari pengertian pemerintah daerah di atas maka dapat di simpulkan 
bahwa otonomi daerah memiliki unsur-unsur yaitu pertama, mempunyai kewenangan 
yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya; kedua, kekebasan 
pemerintah daerah merupakan pemberian oleh dari pemerintah pusat maka pemerintah 
daerah harus tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 
ketiga, kebebasan atau kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada 
pemerintah daerah bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat di daerahnya sendiri. 
Pemerintah di kenal dengan dua jenis secara teoritis : 
1. pemerintah daerah administrative 
Pemerintah daerah admisitratif karena pemerintah pusat tidak dapat 
menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan negara  dari pusat sendiri. 
2. sistem pemerintahan otonom 
Karena penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan asas 
desentralisasi yang berkaitan dengan daerah otonom. 
                                               
2 J. Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007) h.3-4. 
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2. Kewenangan Pemerintah Daerah 
Sebagai daerah otonom maka pemerintah daerah mempunyai kewenangan 
dalam semua bidang pemerintahan diluar kewenangan yang menjadi urusan 
pemerintahan. Dalam bidang pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan 
kabupaten/kota meliputi bidang sebagai berikut: 
1. pekerjaan umum 
2. kesehatan  
3. pendidikan  
4. pertanian 
5. pertanahan  
6. industri dan perdagangan 
7. penanaman modal  
8. lingkungan hidup 
9. koperasi 
10. perhubungan 
11. tenaga kerja 
Menurut pasal 16 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan wajib di bagi menjadi dua  yaitu sebagai berikut: 
1. urusan pemerintahan wajib dalam pelayanan dasar 
 a. pendidikan 
b. kesehatan 
c. pekejaan umum dan penataan ruang 
d. perumahan rakyat dan kawasan industry 
e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat 
f. sosial 
2. urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar  
 a. tenaga kerja 
 b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak  
 c. pangan 
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 d. pertanahan 
 e. lingkungan hidup 
 f. administrasi kependudukana dan catatan sipil 
 g. pemberdayaan masyarakat dan desa 
 h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana 
 i. perhubungan 
 j. komunikasi dan informasi 
 k. koperasi, usaha kecil dan menengah  
 l. penanaman modal 
 m. kepemudaan dan olah raga 
 n.  statistic 
 o. persandian 
 p. kebudayaan 
 q. kepustakaan 
 r. kearsipan3 
 Wewenang merupakan kekuasaan yang mempunyai landasan untuk mengambil 
tindakan atau perbuatan hukum agar tidak timbul akibat hukum, yakni terwujudnya 
kesewenang-wenangan (onwetmatig). Wewenang adalah kekuasaan hukum untuk 
menjalankan atau melakukan suatu tindakan atau perbuatan berdasarkan hukum public. 
Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat pembagian mengenai sifat wewenang 
pemerintahan, yaitu terdapat sifat wewenang pemerintahan yang terikat, fakultatif, dan 
bebas, terutama dalam kaitannya dengan kewenangan untuk membuat dan menerbitkan 
keputusan yang bersifat mengatur (besluiten) dan keputusan yang bersifat menetapkan 
(beschikkingen) oleh organ pemerintahan.4 
                                               
3 Suharizal dan Muslim chaniago, Hukum pemerintahan daerah. (Cet. I; Yogyakarta: Penerbit 
thafa media, 2017).  




Keberadaan pemerintah adalah untuk mengatur dan  melindungi masyarakat 
agar senantiasa dalam keadaan aman dan tertib. Pemerintahan adalah fungsi pelayanan 
umum, sejalan dengan rasyid (1998) yang mengatakan bahwa pemerintahan pada 
hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujdukan fungsi sistem 
pemerintahan tersebut maka pemerintahan perlu didekatkan kepada masyarakat 
sehingga pelayanan yang diberikan semakin lebih baik  (the closer government, the 
better it services).5 Dalam mencapai tujuan tersebut untuk mendekatkan pemerintah 
dengan masyarakat maka dengan cara menerapkan kebijakan desentralisasi.  
Dalam Undang-Undang di jelaskan bahwa adanya pemisahan fungsi antara 
pemerintahan daerah yaitu DPRD sebagai badan legislative daerah dan pemerintah 
daerah sebagai badan eksekutif daerah. Maka pemerintah daerah menjalankan tugas 
yang di berikan oleh pemerintah  pusat. Walaupun DPRD adalah unsure Pemerintah 
Daerah, namun DPRD tidak boleh mencampuri bidang eksekutif tanpa mengurangi 
hak-hak DPRD sesuai dengan Undang-Undang. Bidang Eksekutif sepenuhnya menjadi 
wewenang dan tanggung jawab Kepala Daerah. 
Tugas dan Wewenang kepala daerah: 
a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang di 
tetapkan bersama DPRD. 
b. mengajukan rancangan Perda 
c. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD 
d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk 
dibalas dan di tetapkan bersama. 
e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah 
f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa 
hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
                                               
5 Abdul Kholiq dan Abul Haris Suryo Negoro, Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Di 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, (Cet. I; Malang: Penerbit Intrans Publishing, 2019), h.63. 
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g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.6 
Di dalam QS Al Anfal/8:27 di jelaskan bahwa: 
ُسولَ  َ َوالرَّ   َوتَُخونُوا أََمانَاتُِكْم َوأَْنتُْم تَْعلَُمونَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ََل تَُخونُوا َّللاَّ
 
Terjemahan: Wahai orang-orang yang beriman! Jangan-lah kamu 
mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati 
amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.7 
Penjelasan ayat ini di jelaskan oleh M Quraish Shihab dalam Tafsir Al Misbah 
bahwa “berkhianat” dari segi Bahasa kata berkhianat diambil dari akar kata 
mengurangi. Jangan mengkhianati dan jangan mengurangi, mengkhianati amanat 
tersebut berarti menguranginya. Yang di beri amanat adalah manusia. Manusia yang 
tidak melaksanakan atau mengurangi amanat itu maka di nilai berlaku aniaya. Jika ada 
yang menyerahkan amanat kepada seseorang tidak apa-apa dia tolak jika dia tidak 
mampu melaksanakannya. Jangan menerima amanat padahal anda tidak mampu. 
“amanat” seakar dengan kata “iman” seakar dengan kata “aman” , amanat adalah 
sesuatu yang di serahkan kepada orang lain yang di percaya untuk melaksanakan 
amanat itu. Ada amanat antara manusia dengan tuhan, amanat antara manusia dengan 
rasul, ada amanat antara manusia dengan sesame manusia. Jabatan adalah amanat. 
“padahal kamu mengetahui” di jelaskan bahwa menepati janji adalah baik, menunaikan 
amanat itu adalah baik dan menyianyiakannya adalah buruk. Jangan pernah mengambil 
amanat jika tidak bisa menjalankannya.8 
                                               
6 Siswanto Sunarno,” Hukum Pemerintahan Daerah”, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h.55. 
7 Departemen Agama, Mushaf Alquran Terjemah (Jakarta: Suara Agung, 2017) h. 342 
8 Quraish Shihab, “Surah #8 Al anfaal ayat 27-35” Tafsir Al Misbah MetroTV. 
http://www.metrotvnews.com (13 november 2020). 
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Keterkaitan dalam QS Al Anfal/8:27 terhadap kewenangan pemerintah ialah 
Pemerintah adalah amanat dari Allah swt yang di berikan kepada manusia. Amanat 
wadidah atau titipan adalah segala yang melekat pada diri kita baik harta, benda, ilmu, 
pangkat, jabatan merupakan titipan allah yang akan di mintai pertanggungjawaban oleh 
allah di akhirat nanti. Oleh karena itu, seluruh amanat yang di berikan oleh allah kepada 
manusia harus di laksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk umat 
atau masyarakat. Pemerintah memiliki tugas dalam pemenuhan hak rakyatnya. Ayat 
ini bermakna bahwa janganlah kalian mengkhianati Allah dengan meninggalkan 
kewajibanmu. Yang di maksud dengan amanah dalam ayat ini adalah haram di khianati, 
apa saja yang telah di amanahkan oleh allah kepada hambanya jika di ingkari maka 
haram. Seorang pemimpin harus bertanggung jawab penuh terhadap masyarakat yang 
di pimpinnya. Pemerintah di pilih oleh rakyat untuk melaksanakan amanah rakyatnya. 
Sehingga kekuasaan adalah bagian dari amanah yang paling penting yang ketika di 
khianati adalah perbuatan haram. Bagi siapa saja yang di berikan amanah dalam 
mengurus rakyatnya tetapi jika dia mengingkarinya maka perbuatannya adalah 
mengkhianati umat(rakyat)-Nya. Penelantaran terhadap hak-hak merupakan wujud 
dari pengabaian hak umatnya. Pemimpin yang amanah adalah pemimpin yang bisa di 
andalkan dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya, membawa perubahan dan 
kebaikan.  
Rasulullah saw juga bersabda: 
ةِِ ِاْلِقي ام  اِي ْوم  إِنَّه  ان ةُِو  اِأ م  إِنَّه  ِِو  ةٌِإِّلَّ ن د ام  اِخْزٌيِو  أ دَّىِالَِّذيِع ل ْيِهِفِيه  اِو  ق ِه  ذ ه اِبِح  ْنِأ خ  ِم      
Sungguh jabatan ini adalah amanah. Pada Hari Kiamat nanti, jabatan itu akan 
menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambil jabatan 
itu dengan haq dan menunaikan amanah itu yang menjadi kewajibannya (HR 
Muslim)9 
                                               
9 “Kepemimpinan Yang Amanah” (Buletin Kaffah), MediaUmat, 20 Oktober 2017. 
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Pemimpin yang amanah adalah pemimpin yang benar-benar menjalankan syariah 
islam dan mengurus semua urusan rakyatnya dengan amanah. Kewajiban yang di 
berikan kepada pemimpin harus di laksanakan dan di pertanggung jawabkan agar 
rakyatnya dapat merasakan keadilan dan terpenuhi hak-haknya. 
B. Tinjauan umum tentang Penyandang Disabilitas 
1.  Pengertian Penyandang Disabilitas 
 Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai atau mengalami 
keterbatasan fisik, intelektual, mental dalam jangka waktu lama yang dalam melakukan 
kegiatan sehari-harinya mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara 
penuh dengan masyarakat lainnya berdasarkan kesamaan haknya.  
Penyandang Disabilitas mempunyai kesamaan dalam kesempatan yang 
mempunyai makna bahwa keadaan memberikan peluang dan menyediakan akses 
kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam aspek 
penyelenggaraan bernegara dan bermasyarakat. Istilah penyandang Disabilitas ada 
berbagai macam terutama di sebut juga sebagai penyandang cacat, ada juga di katakana 
penderita cacat dan berkebutuhan khusus.  
2. Macam-Macam Penyandang Disabilitas 
Dalam lingkungan masyarakat, penyandang Disabilitas adalah seseorang yang 
menyandang cacat. Masyarakat mengartikan penyandang Disabilitas sebagai seseorang 
yang kehilangan anggota tubuh seperti tangan,kaki,buta,tuli,lumpuh dan sebagainya. 
Maka, penyandang disabilitas di identikkan dengan kecacatan. Dalam Pasal 4 UU No 
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8 Tahun 2016 penyandang disabilitas terdiri dari penyandang disabilitas kecacatan 
fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.10 
1) Macam-macam Penyandang disabilitas fisik sebagai berikut: 
a. Tuna Daksa 
Tuna daksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan 
oleh kelainan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat 
kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh. 
b. Tuna netra  
Tuna netra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. 
Tunanetra dapat di klasifikasikan kedalam golongan yaitu buta total(blind) 
dan penglihatan rendah (low vision). 
c. Tuna rungu  
Tuna rungu adalah individu yang memiliki hambatan pada pendengaran baik 
permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan pada 
pendengaran seorang tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga 
mereka bisa disebut juga sebagai tunawicara. 
d. Tuna wicara  
Tuna wicara adalah seorang yang mengalami kesulitan dalam 
mengungkapkan pikiran melalui Bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak 
dapat dimengerti oleh orang lain.11  
                                               
10 Pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentnag Penyandang Disabilitas. 
11 Doni Aji Priyono Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas fisik dalam pelayanan 
transportasi di kota Yogyakarta (di akses 23 september 2020) 
27 
 
2) Disabilitas Intelektual 
Disabilitas intelektual adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam 
berkomunikasi dan memiliki tingkat IQ di bawah standar rata-rata.  Disabilitas 
intelektual memiliki keterbatasan dan kepekaan terhadap lingkungan.  Contoh 
disabilitas intelektual yaitu down syndrome dan keterlambatan tumbuh 
kembang. 
3) Disabilitas mental 
Disabilitas mental adalah seseorang yang mengalami keterbatasan akibat 
gangguan otak. Disabilitas memiliki kesulitan dalam berpikir, mengambil 
keputusan. Maka dari itu cara menangani disabilitas fisik adalah tidak 
menempatkan mereka pada kondisi yang rentan tertekan.  
3. Hak Penyandang Disabilitas 
Penyandang disabilitas wajib mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak. 
Perlindungan yaitu mendapatkan perlindungan dalam upaya yang dilakukan untuk 
melindungi, mengayomi dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas. Pemenuhan hak 
dalam artian upaya yang di lakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan 
hak Penyandang Disabilitas.  
Penyandang Disabilitas di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun  2016 
tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Undang-Undang tersebut di jelaskan bahwa 
setiap warga negara republic Indonesia termasuk Penyandang Disabilitas mempunyai 
kedudukan hukum dan hak asasi  yang sama sebagai warga negara Indonesia dan tidak 
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dapat di pisahkan dengan masyarakat lain karena merupakan karunia Tuhan Yang 
Maha Esa untuk hidup berkembang, maju dan bermartabat. 
Di Kabupaten Bulukumba terdapat 364 orang Penyandang Disabilitas. 
Sebagian besar Penyandang Disabilitas hidup dengan memiliki keterbelakangan yang 
jauh dengan masyarakat lain, kondisi Penyandang Disabilitas hidup dengan keadaan 
miskin karena masih ada batasan, hambatan, kesulitan serta hilangnya hak Penyandang 
Disabilitas.  
Penyandang cacat kurang memiliki kemudahan yang dapat membuatnya 
hidup secara terhormat. Ada contoh di sebuah Universitas Negeri tidak membolehkan 
penyandang cacat untuk mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa baru. Namun, 
yang terbanyak dari penderitaan yang dialami penyandang Disabilitas adalah 
kekurangan skill atau keterampilan. Saat ini banyak kegiatan yang menggunakan 
perangkat canggih dan salah satu persyaratannya adalah untuk mengelola perangkat 
tersebut menngunakan otak yang normal. Dari sini dapat kita jelaskan bahwa 
pembatasan terhadap penyandang Disabilitas untuk mengisi otaknya dalam dunia 
pendidikan artinya sama dengan Diskriminasi terhadap kaum penyandang disabilitas 
untuk maju. Kurangnya keterampilan bagi penyandang cacat, misalnya sebagai montir, 
tata buku, penjahit, pertukangan, menjadikan mereka sulit untuk masuk ke lapangan 
kerja yang penuh persaingan. Sehingga terjadi kesenjangan terhadap manusia normal 
dengan penyandang cacat. Padahal arti kerja secara kebudayaan bermakna sebagai 
usaha untuk menciptakan kondisi hidup manusia yang lebih baik.12 
                                               
12 Abraham Fanggidae, Memahami Masalah Kesejahteraan Sosial, (Jakarta: PT Penebar 
Swadaya, 1993), h.23-24. 
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Hak asasi manusia merupakan kumpulan hak dasar dari kehidupan manusia, 
melekat dalam diri manusia dan di miliki sejak lahir, dimana hak manusia di tentukan 
dari adanya hubungan antara individu dan struktur kekuasaan dalam negara. HAM 
membatasi kekuasaan negara dan negara di tuntut agar dapat melakukan tindakan yang 
jelas untuk menciptakan suatu kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak 
mereka. Pemerintah dan pemegang kewajiban harus menghormati, melindungi, dan 
memenuhi HAM dengan memberikan dasar hukum yang jelas dan penyelesaian yang 
tepat apabila terjadi pelanggaran terhadap HAM tersebut.13 
Tujuan campur tangan pemerintah dalam bidang pekerjaan adalah untuk 
mewujudkan perburuhan yang adil karena peraturan perundang-undangan perburuhan 
memberikan hak-hak bagi pekerja sebagai manusia yang utuh, karena itu harus di 
lindungi baik menyangkut keselamatannya, kesehatannya, upah yang layak dan 
sebagainya.14  
Penyandang Disabilitas memiliki hak sebagai berikut: 
A. Hidup 
Memiliki hak untuk hidup, hak hidup untuk penyandang Disabilitas yaitu 
mendapatkan penghormatan integritas, nyawanya tidak di rampas, tidak di telantarkan, 
tidak di kucilkan, bebas dari ancaman, tidak ada penyiksaan, mendapatkan perlakuan 
yang baik, tidak di rendahkan dan di jaga martabatnya. 
                                               
13 Nurkila Evanty dan Nurul Ghufron, paham peraturan daerah (perda) berperspektif HAM,( 
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.5. 





Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk bebas dari berbagai pelecehan dan 
penghinaan terhadap kondisi yang di miliki oleh penyandang Disabilitas. 
C. Privasi 
Penyandang Disabilitas sebagai manusia pribadi yang dapat memperoleh 
perlakuan dan perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia, dapat 
membentuk sebuah keluarga dan memiliki keturunan dengan melakukan perkawinan 
yang sah, mendapatkan rasa hormat terhadap keluarganya dan keluarganya di lindungi 
serta memiliki rahasia pribadi dalam keluarganya yang wajib di lindungi. 
D. Keadilan dan perlindungan hukum 
Memiliki perlakuan yang sama dengan yang lainnya di hadapan hukum dan di 
akui sebagai subjek hukum. Penyandang disabilitas wajib mendapatkan penyediaan 
aksesibilitas dalam pelayanan peradilan, perlindungan terhadap tekanan yang di 
dapatkan, berhak menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingannya dalam hal 
keperdataan di luar dan di dalam persidangan serta di lindungi hak kekayaan 
intelektualnya. 
E. Pendidikan 
Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk melakukan atau mendapatkan 
pendidikan yang bermutu dalam jenjang pendidikannya. Memiliki kesamaan untuk 
menjadi pendidik atau tenaga pendidikan pada satuan pendidikan serta mendapat 
akomodasi yang layak sebagai peserta didik. Pendidikan untuk seorang penyandang 
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Disabilitas adalah proses dimana penyandang disabilitas dapat mempersiapkan 
generasi mudanya untuk meneruskan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidupnya.  
F. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi 
Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk penyandang disabilitas yaitu 
memperoleh pekerjaan yang di selenggrakan Pemerintah, Pemerintah daerah, dan 
swasta, memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja lainnya, memperoleh 
Akomodasi layak dalam pekerjaannya, tidak ada alasan untuk di berhentikan karena 
alasan memiliki kekurangan fisik maupun mental, mendapat penempatan pekerjaan 
yang adil dan sesuai dengan kemampuannya, mendapatkan kesempatan untuk 
mengembangkan jenjang karir, memiliki hak untuk melakukan pekerjaan sendiri, dan 
dapat memulai usahanya dengan sendiri. 
G. Kesehatan 
 Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan akses dalam 
pelayanan kesehatan, mendapatkan kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan 
yang baik,aman, bermutu. Serta berhak untuk menentukan secara mandiri bantuan 
pelayanan kesehatan yang di perlukan. 
H. Politik 
 Penyandang Disabilitas berhak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan public, 
sertaa dapat menyalurkan aspirasinya dalam dunia politik, berhak memilih partai 
politik dan menjadi peserta dalam pemilihan umum, dapat membangun dan 




 Memiliki hak untuk memilih agama dan memeluk agamanya sesuai 
kepercayaannya masing-masing, memiliki hak untuk melakukan ibadah di tempat 
peribadatan, mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan saat menjalankan ibadah 
sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. 
J. Keolahragaan 
Penyandang disabilitas memiliki hak untuk melakukan kegiatan keolahragaan, 
memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan yang dapat di akses, berhak 
memilih dan mengikuti kegiatan keolahragaan sesuai kemampuannya, memperoleh 
bimbingan, arahan, pengembangan dalam kegiatan keolahragaan. 
K. Kebudayaan dan pariwisata 
 Penyandang disabilitas berhak untuk ikut serta dalam kegiatan seni dan budaya 
serta memperoleh kesamaan kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata dan 
berperan dalam kepariwisataan. Penyandang disabilitas juga berhak untuk 
mendapatkan akses dalam hak wisata sebagai wisatawan. 
L. Kesejahteraan sosial 
Penyandang Disabilitas berhak untuk medapatkan jaminan sosial, 
pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai seseorang yang memiliki 






Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan pelayanan aksesibilitas untuk 
menggunakan dan memanfaatkan fasilitas public baik dari negara maupun dari 
individu di sekitarnya. 
N. Pelayanan public 
 Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan pelayanan public secara wajar dan 
adil seperti dengan masyarakat lainnya yang bukan penyandang Disabilitas serta 
mendapatkan penyediaan fasilitas yang dapat mereka akses di halaman public. 
O. Pelindungan dari bencana 
 Penyandang Disabilitas juga berhak mendapatkan informasi bahwa akan 
adanya bencana, mendapatkan informasi pengetahuan tentang bencana, mendapatkan 
penyelamatan saat akan terjadi bencana, mendapatkan fasilitas dan sarana 
penyelamatan saat terjadi bencana, mendapatkan lokasi pengungsian yang sama 
dengan masyarakat lainnya yang bukan penyandang Disabilitas.  
P. Habilitas dan Rehabilitas 
 Penyandang Disabilitas berhak untuk memilih bentuk habilitas dan rehabilitas 
dan mendapatkan habilitas dan rehabilitas sejak dini sesuai dengan kebutuhannya. 
Q. Konsesi 
Konsesi bagi penyandang disabilitas yaitu segala bentuk potongan biaya yang 




 Berhak mendapatkan pendataan sebagai penduduk  dalam pendaftaran 
penduduk dan pencatatan sipil, mendapat dokumen kependudukan serta berhak untuk 
mendapatkan kartu penyandang Disabilitas. 
S. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat 
 Penyandang Disabilitas berhsk untuk hidup secara mandiri, menentukan sendiri 
untuk memperoleh bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk menentukan 
tempat tinggal bersama dengan keluarganya dan mendapatkan akses dari berbagai 
pelayanan dalam lingkungan masyarakat, serta penyandang Disabilitas berhak 
dilibatkan dalam masyarakat. 
T. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi 
Penyandang disabilitas memiliki hak untuk berekspresi dan berpendapat , 
mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang dapat mereka akses 
dengan mudah. 
U. Berpindah tempat dan kewarganegaraan  
Hak dalam kewarganegaraan yaitu penyandang Disabilitas berhak untuk 
berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan, serta memiliki hak untuk keluar atau masuk wilayah 




V. Bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. 
Dalam berbagai hak yang di miliki oleh Penyandang Disabilitas, maka dapat 
di jelaskan hak dalam bentuk memperoleh pekerjaan : 
(1) memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh  pemerintah, pemerintah 
daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi  
(2) memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang 
Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama 
(3) memperoleh Akomodasi yang layak dalam pekerjaan 
(4) tidak diberhentikan karena alasan disabilitas 
(5) mendapatkan program kembali kerja 
(6) penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat 
(7) memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karir serta segala 
hak normative yang melekat di dalamnya, dan 
(8) memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan 
koperasi, dan memulai usaha sendiri. 
Dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 di jelaskan 
bahwa “pemberi kerja wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat 
melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan. 
Dalam pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 di jelaskan 
bahwa “ pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin akses yang setara bagi 
Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial 
nasional di bidang ketenagakerjaan. 
Dalam pasal 53 ayat 1 dan 2 Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 2016 di jelaskan 
bahwa : 
 (1) pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan 
usaha milik daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) 
Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. 
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(2) perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) 
Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. 
 Dalam pasal 55 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 
menjelaskan bahwa : 
 (1) pemerintah daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas pada dinas 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang 
ketenagakerjaan. 
 (2) tugas unit layanan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
  (a) merencanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak 
atas pekerjaan penyandang disabilitas 
  (b) memberikan informasi kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan 
perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan 
kerja, penempatan kerja, keberlanjutana kerja, dan pengembangan karir 
yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandnag disabilitas 
  (c) menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja penyandang 
disabilitas 
  (d) menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima 
tenaga kerja 
  (e) mengoordinasikan Unit Layanan Disabilitas pemberi kerja, dan 
tenaga kerja dalam pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk 
penyandang disabilitas. 15 
                                               





A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang di gunakan yaitu penelitian lapangan, penelitian 
lapangan merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung ke 
lapangan melihat suatu peristiwa yang terjadi agar peneliti dapat mendapatkan 
informasi. 
2. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian yaitu Kabupaten Bulukumba, yang meliputi: 
1.  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bulukumba Prov. Sulawesi 
Selatan. 
2. Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bulukumba. 
3. Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba. 
4. Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. 
B. Metode Pendekatan 
Metode pendekatan yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah 
menggunakan  metode yuridis-empiris, yang dimaksud dengan pendekatan yuridis, 
adalah suatu cara yang digunakan dalam  suatu penelitian yang mempergunakan asas-
asas serta peraturan perundang-undangan guna meninjau, melihat serta menganalisis 
permasalahan, sedangkan metode pendekatan empiris merupakan kerangka 
pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu penelitian yang tidak hanya 
menekankan pada kenyataan pelaksanaan hukum saja, tetapi juga menekankan pada 
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kenyataan hukum dalam praktek yang dijalankan oleh anggota masyarakat khususnya 
penyandang disabilitas. 
Pendekatan yuridis digunakan antara lain untuk menganalisis berbagai teori-
teori dan peraturan perundang-undangan, terkait dengan analisis penerapan peraturan 
daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang 
Disabilitas dalam memperoleh hak ketenagakerjaan. 
C. Jenis dan Sumber Data 
Data yang di kumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas dua antara lain: 
1) Data primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya 
mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, 
catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan 
putusan-putusan hakim. 
2) Data sekunder, yaitu buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi 
hukum dan jurnal hukum. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah 
memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti 
melangkah.1 
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data merupakan usaha untuk mengumpulkan bahan-
bahan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat berupa fakta,data,gejala, 
maupun informasi yang sifatnya dapat dipercaya dan sesuai kenyataan yang ada, maka 
digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
                                               
1 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. (Cet. III; Jakarta: Penerbit Prenada Media 
Group, 2005). H. 141. 
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1) Teknik Wawancara (interview),yaitu pengumpulan data melalui Tanya jawab 
dengan pihak yang berhubungan dengan masalah yang terjadi dengan tujuan 
untuk mendapatkan informasi dalam pembentukan peraturan daerah. 
2) Teknik Kepustakaan, yaitu suatu teknik atau kegiatan yang di lakukan untuk 
mengumpulkan informasi yang jelas dengan masalah yang menjadi objek 
penelitian. Untuk mendapat informasi melalui studi kepustakaan yaitu 
mengumpulkan peraturan perundang-undangan serta mencari berbagai 
pendapat para ahli yang di tuangkan ke dalam buku.  
3) Dokumentasi, yaitu metode Pengumpulan data dan dokumen-dokumen yang 
diperoleh dari lokasi penelitian. 
4) Observasi atau pengamatan yaitu suatu proses dengan maksud merasakan 
kemudian memahami sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan 
yang di ketahui untuk mendapatkan informasi agar dapat melanjutkan suatu 
penelitian. 
E. Instrumen Penelitian 
Pada penelitian ini, alat yang peneliti gunakan yaitu merujuk pada metodologi 
penelitian. Alat yang di gunakan pada penelitian ini adalah: 
1) Wawancara  
Pedoman wawancara di gunakan dalam melakukan wawancara untuk di 
jadikan dasar agar dapat memperoleh informasi dari informan.Pedoman 
wawancara yang di gunakan untuk memudahkan penulis berdialog dan 
mendapatkan data tentang penerapan peraturan daerah no 2 tahun 2018 
tentang pelaksanaan dan perlindungan penyandang disabilitas di 
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kabupaten bulukumba dalam memperoleh hak ketenagakerjaan adalah 
berupa daftar pertanyaan. 
2) Handphone 
Peneliti menggunakan handphone untuk merekam percakapan dan 
mendokumentasikan gambar terkait dengan penelitian. 
3) Buku catatan dan alat tulis 
Buku catatan dan alat tulis di gunakan untuk mencatat semua informasi 
yang berkaitan dengan  penelitian yang di dapatkan dari sumber data. 
 
F. Metode Analisis Data 
Data yang disajikan ada dua yaitu data lapangan dan data Dokumen. Data 
lapangan merupakan data yang di dapatkan ketika melakukan pengumpulan data, pada 
penelitian ini  berupa data hasil wawancara, tertulis dan dokumentasi. Data wawancara 
di peroleh dari narasumber. Data dokumentasi adalah data yang menjelaskan sesuatu 
hal berupa kejadian pada tahap observasi ataupun tahap pengumpulan data. Setelah 
data-data dikumpulkan lalu disimpulkan dari hasil penelitian kualitatif deskriptif 
mengenai penelitian atas gambaran tentang ketentuan hukum berkaitan dengan 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Keadaan Umum Lokasi Penelitian 
 
1. Geografis 
Kabupaten Bulukumba adalah salah satu daerah Tingkat II di Provinsi 
Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten Bulukumba ini terletak di kota 
Bulukumba. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.154,58 km2 dan 
berpenduduk sebanyak 418.326 jiwa yang berdasarkan data BPS Kabupaten 
Bulukumba 2019 dan jarak tempuh dari kota Makassar adalah 153 Km.  
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Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara 
5o20” sampai 5o40” Lintang Selatan dan 119o50” sampai 120o28” Bujur Timur. 
Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sinjai di sebelah utara, sebelah 
timur berbatasan dengan Teluk Bone, sebelah selatan berbatasan dengan 
kabupaten kepulauan selayar, dan di sebelah barat berbatasan dengan 
Kabupaten Bantaeng.  
Secara kewilayahan, Kabupaten Bulukumba terbagi menjadi 10 
Kecamatan, 27 Kelurahan, dan 109 Desa. Kabupaten Bulukumba berada pada 
kondisi 4 dimensi, yaitu dataran tinggi pada kaki Gunung Bawakaraeng – 
Lompobattang, dataran rendah, pantai, dan laut lepas. Daerah dataran rendah 
dengan ketinggian antara 0 s/d 25 meter di atas permukaan laut meliputi tujuh 
kecamatan pesisir yakni Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujung Bulu, 
Kecamatan Ujungloe, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, 
Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang.  
 Daerah bergelombang dengan ketinggian antara 25 s/d 100 meter dari 
permukaan laut, yang meliputi bagian dari Kecamatan Gantarang, 
Kecamatan Kindang, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, 
Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang, Kecamatan Bulukumpa dan 
Kecamatan Rilau ale.  
 Daerah perbukitan di Kabupaten Bulukumba terbentang milai barat ke 
utara dengan ketinggian 100 s/d di atas 500 meter dari permukaan laut 
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yang meliputi Kecamatan Kindang, Kecamatan Bulukumpa dan 
Kecamatan Rilau Ale.  
Wilayah Kabupaten Bulukumba di dominasi dengan keadan Topografi 
dataran rendah sampai bergelombang dan dataran tinggi hamper berimbang, 
jika dataran rendah sampai bergelombang mencapai sekitas 50,28% maka 
dataran tinggi mencapai 49,72%.  
Penduduk di Kabupaten Bulukumba ada berbagai macam suku bangsa. 
Suku yang sebagian besar adalah suku Bugis, dan Makassar. Di Kabupaten 
Bulukumba terdapat pula suku yang masih memegang teguh tradisi leluhur dan 
mempertahankan pola tradisioanal yang jauh dari kehidupan modern yaitu suku 
Kajang.  
Suku Bugis Makassar di kenal dengan pelaut sejati yang telah 
menumbuhkan budaya maritime di masyarakat Bulukumba sehingga 
Kabupaten Bulukumba di beri slogan “Bulukumba Berlayar”, masyarkat 
bulukumba memberikan kata layar dengan pemahaman suatu subjek perahu 
sebagai kreatifitas dan karya budaya yang telah mengangkat Kabupaten 
Bulukumba di Percaturan kebudayaan nasional dan internasional sebagai 
“Bumi Panrita Lopi”.  
Selain itu ada budaya keagamaan yang di kenal dan cukup 
mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat Bulukumba. Sentuhan ajaran 
agama islam yang di bawah oleh ulama besar asal Sumatera yang bergelar Dato’ 
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Tiro (Bulukumba), Dato Ribandang (Makassar), Dato Patimang (Luwu), yang 
telah menumbuhkan kesadaran religious dan menimbulkan rasa yakin atas 
hidup lahir batin, dan selamat dunia akhirat dalam rangka tauhid 
“appaseuweng” (mengesakan allah swt).  
Penduduk Kabupaten Bulukumba secara umum menggunakan Bahasa 
Indonesia sebagai Bahasa pengantar di samping Bahasa daerah. Bahasa daerah 
yang di gunakan masyarakat bulukumba adalah Bahasa Bugis dan Bahasa 
Konjo yang berdialek Bahasa Makassar.  
Kabupaten Bulukumba mempunyai suhu rata-rata berkisaran anatar 
23,82 oC – 27,68 oC. Suhu pada kisaran ini sangat cocok untuk pertanian 
tanaman pangan dan tanaman perkebunan, maka klasifikasi iklim di Kabupaten 
Bulukumba adalah iklim lembab. Kabupaten Bulukumba berada di sector 
timur, musim gadu antara oktober – maret dan musim rendengan antara april – 
September. Terdapat delapan stasiun penakar hujan yaitu: 
 stasiun bettu  
 stasiun Bulo-bulo  
 stasiun Herlang 
 stasiun bontonyeleng 
 stasiun kajang 
 stasiun batukaropa 
 stasiun tanah kongkong 
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 stasiun bontobahari  
Daerah dengan curah hujan tertinggi terdapat pada wilayah barat laut 
dan timur sedangkan pada daerah tengah memiliki curah hujan sedang dan pada 
bagian selatan curah hujan sedang dan pada bagian selatan curah hujan rendah. 
Tanah di kabupaten bulukumba di dominasi dengan jenis tanah latosol 
dan mediteran. Secara spesifik terdiri atas tanah Alluvial hidromorf cokelat 
kelabu dengan bahan induk endapan liat pasir yang terdapat di pesisir pantai 
dan sebagian di daratan bagian utara. Sedangkan tanah regosol dan mediteran 
terdapat di daerah daerah bergelombang sampai berbukit di wilayah bagian 
barat. Sungai di wilayah Bulukumba ada 32 aliran yang terdiri dari sungai besar 
dan sungai kecil. Sungai-sungai ini mencapai panjang 603,50 km dan yang 
terpanjang adalah sungai Sangkala yaitu 65,30 km, sedangkan yang pendek 
adalah sungai Biroro yaitu 1,50 km. Sungai-sungai ini mampu mengairi lahan 
sawah seluas 23.365 Ha.  
2. Pemerintahan 
Secara yuridis formal, kabupaten Bulukumba resmi menjadi daerah 
tingkat II setelah di tetapkan lambing daerah kabupaten oleh DPRD Kabupaten 
Bulukumba pada tanggal 4 februari 1960 dan selanjutnya di lakukan pelantikan 
Bupati pertama yaitu Andi Patarai pada tanggal 12 februari 1960.  
Bupati 




Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bulukumba 









1 Andi Patarai 1960 1966 1   
2 H.Andi Bakri 
Tandaramang 
1966 1978 2   




1978 1978 -   
3 H.A. 
Hasanuddin 
1978 1980 3   
4 H.A.  
Malik Hambali 
1980 1985 4   
5 H.A.  
Kube Dauda 
1985 1990 5   
6 Andi Tamrin 1990 1995 6   













8 A. M.Sukri 
Sappew
ali 




2010 2010 - -  
9 H.Zainuddin 
Hasan 
2010 2015 10 H.Syamsudd
in 
 
- H.Muh. Yusuf 
Sommeng(penj
abat) 
2015 2016 - -  


















Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba dalam dua periode terakhir 
Partai Politik               Jumlah kursi dalam periode 
          2014-2019            2019-2024 
PKB 2 4 
GERINDRA 4 5 
PDI PERJUANGAN 1 3 
GOLKAR 6 4 
NASDEM 4 5 
BERKARYA  (baru) 1 
PKS 3 3 
PPP 4 6 
PAN 6 4 
HANURA 3 2 
DEMOKRAT 4 2 
PBB 3 1 
Jumlah Anggota 40 40 





Awal terbentuk Kabupaten Bulukumba hanya terdiri dari tujuh 
Kecamatan yakni Ujungbulu, Bulukumpa, Bonto Bahari, Bontotiro, Kajang, 
Hero Lange-lange. Kemudian terjadi pemekaram kecamatan dan kini 
Kabupaten Bulukumba terbagi menjadi 10 kecamatan. 10 kecamatan tersebut 
yaitu: 
1. Kecamatan Ujungbulu (ibu kota kabupaten) 
2. Kecamatan Gantarang 
3. Kecamatan Kindang 
4. Kecamatan Rilau Ale 
5. Kecamatan Bulukumpa 
6. Kecamatan Ujungloe 
7. Kecamatan Bonto Bahari 
8. Kecamatan Bontotiro 
9. Kecamatan Kajang 








B. Peran Pemerintah dalam penerapan Peraturan Daerah No 2 Tahun 
2018 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas di 
Kabupaten Bulukumba dalam memperoleh Hak Ketenagakerjaan 
Penyandang disabilitas adalah orang yang hidup khusus yang memiliki 
perbedaan dengan orang lain pada umumnya. Setiap manusia memiliki hak 
untuk mendapatkan pekerjaan. Penyandang Disabilitas juga memiliki hak agar 
dapat memperoleh pekerjan yang di atur di dalam Pasal 11 Huruf A yang 
berbunyi “memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, 
Pemerintah Daerah, atau Swasta tanpa Diskriminasi”1. Hal lain juga di jelaskan 
dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
yang berbunyi “ setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa 
Diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”2, dapat di jelaskan bahwa setiap 
tenaga kerja memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh 
pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, 
ras, agama, dan politik sesuai dengan kemampuan seseorang, termasuk 
perlakuan yang sama dengan penyandang disabilitas.  
Pemerintah daerah telah membuat Peraturan tentang kesempatan kerja bagi 
Penyandang disabilitas di Kabupaten Bulukumba di atur di dalam Undang-Undang 
No 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas 
yang terdapat dalam Pasal 18 Ayat (1) yang berbunyi “ Setiap penyandang 
                                               
1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 11 Huruf A. 
2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 5. 
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disabilitas berhak atas bidang pekerjaan yang di selenggarakan oleh Pemerintah 
Daerah atau swasta dan/ atau masyarakat atas dasar kesetaraan, keadilan, dan 
proporsionalitas”, dan Ayat (2) yang berbunyi “ Kesamaan hak dan kesempatan 
bagi penyandang disabilitas dalam bidang pekerjaan, antara lain mencakup hak atas 
kesempatan untuk membiayai hidup dengan pekerjaan yang dipilih atau diterima 
secara bebas di bursa kerja dan lingkungan kerja yang terbuka, inklusif dan dapat 
diakses oleh penyandang disabilitas”.3 Dalam Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 
tentang perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas terdapat kata 
“Perlindungan” perlindungan yang di maksud adalah upaya pemerintah untuk 
melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak penyandang disabilitas. Kata 
“pelayanan” yang di maksud adalah upaya yang di berikan pemerintah kepada 
penyandang disabilitas berupa jasa dalam pelayanan baik di bidang pendidikan, 
kesehatan, aksesibilitas, ketenagakerjaan, perlindungan hokum, ekonomi, social, 
keamanan, pelayanan public. Pemerintah telah memberikan upaya kepada 
penyandang disabilitas guna untuk kesejahteraan penyandang disabilitas, maka 
setidaknya telah menunjukkan keseriusan pemerintah untuk memenuhi hak 
penyandang disabilitas sesuai dengan yang telah di tuangkan dalam peraturan 
tersebut. Tetapi pada kenyataannya setelah di tetapkannya peraturan tersebut  
peraturan yang di buat tersebut belum di terapkan secara maksimal, pemerintah 
kurang memperdulikan penyandang disabilitas agar mereka dapat melakukan 
                                               
3 Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang 
Disabilitas Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2). 
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aktifitas secara mandiri, contohnya yaitu aksesibilitas di lembaga pemerintahan 
Kabupaten Bulukumba khusus penyandang disabilitas tidak ada. Penyandang 
disabilitas di kabupaten bulukumba yang hanya dapat menyelesaikan 
pendidikannya hingga ke jenjang sekolah dasar luar biasa dan banyak penyandang 
disabilitas yang tidak melakukan pendidikan karena sarana dan prasarana yang 
tidak ramah disabilitas. Kuota penyandang disabilitas dalam Peraturan Daerah No 
2 Tahun 2018 juga telah di sebutkan secara jelas pada Pasal 23 Ayat 2 “Pemerintah 
daerah memberikan kuota paling rendah 1% (satu perseratus) bagi tenaga kerja 
Penyandang Disabilitas dalam setiap Penerimaan Pegawai Negeri Sipil” dan ayat 5 
menjelaskan “Perusahaan swasta yang memiliki tenaga kerja minimal 100 orang 
dan menggunakan teknologi tinggi wajib mempekerjakan penyandang disabilitas 
paling rendah 1 orang penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan 
dan kualifikasi pekerjaan.4 
Jumlah penduduk di Kabupaten Bulukumba pada Tahun 2019 sesuai 
dengan data BPS adalah 418.326 jiwa, dan dari jumlah penduduk tersebut terdapat 
1.223 Disabilitas yang tersebar di masing-masing 10 Kecamatan, dari jumlah 
keseluruhan ada sebagian besar penyandang disabilitas yang memiliki keahlian dan 
kemampuan dalam bekerja dan selebihnya dari jumlah tersebut tidak memiliki 
keahlian. Menurut Bapak Abd Rahman selaku pegawai di kantor Dinas Sosial 
bahwa sampai saat ini data mengenai penyandang disabilitas yang memiliki 
                                               
4 Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang 
Disabilitas, Pasal 27 ayat 2 dan ayat 5. 
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pekerjaan masih belum rampung, dalam arti data penyandang disabilitas di 
kabupaten Bulukumba masih merupakan data lama, karena sejak 2018 pemerintah 
kurang melakukan tinjauan di sebabkan dana yang di sediakan dari pemerintah 
pusat kurang sehingga mereka masih menggunakan data lama, adapun jika ada 
bantuan dari pemeirntah hanya tersedia untuk beberapa orang saja seperti bantuan 
dari provinsi berupa dana. Sampai saat ini hanya terdapat 372 penyandang 
Disabilitas yang menerima manfaat dari Kantor Dinas Sosial sejak tahun 2018-
2020. Dari jumlah penyandang disabilitas yang terdaftar di Kantor Dinas Sosial 
Kabupaten Bulukumba mereka telah menerima bantuan berupa sembako, bahan 
pangan, alat bantu berupa tongkat dan tangan sambung, bantuan untuk pertanian. 
Namun sayangnya dari jumlah 1.223 penyandang disabilitas di Kabupaten 
Bulukumba hanya ada beberapa orang yang bekerja, pekerjaan mereka adalah 
servis radio, tukang jahit, peternak, mereka membuka usaha sendiri dari hasil 
bantuan pemerintah. Adapun yang bekerja di instansi pemerintah adalah bekerja 
sebagai cleaning servis yang bekerja telah melebihi 10 tahun dan terangkat menjadi 
Pegawai Negeri Sipil. Selebihnya tidak memiliki pekerjaan dan hanya menunggu 
bantuan dari pemerintah, tetapi dari jumlah keseluruhan penyandang disabilitas 
yang ada di Bulukumba masih banyak yang tidak menerima bantuan karena 
pemerintah memberikan bantuan hanya kepada Disabilitas yang mau dan mampu 
untuk mempergunakan bantuan dari pemerintah.5 Mereka yang tidak memiliki 
                                               




keahlian dan kemampuan merasa diabaikan oleh pemerintah. Penyandang 
disabilitas yang bekerja sebagai PNS adalah mereka yang mengalami kecelakaan 
yang mengakibatkan cacat seumur hidup setelah menjadi PNS. Dari hasil 
pengamatan yang di lakukan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba 
menjelaskan bahwa perda tersebut belum di jalankan secara maksimal terkait 
pemenuhan kuota tenaga kerja bagi penyandang disabilitas. 
Pemerintah melakukan upaya agar penyandang disabilitas bisa bekerja 
secara mandiri dengan memberikan bantuan seperti sebagai berikut: 
1. Pemerintah memberikan pelatihan kepada penyandang disabilitas 
yang memiliki keahlian dan kemampuan dalam bekerja 
2. Pemerintah memberikan alat bantu berupa tongkat, tangan sambung 
kepada Disabilitas Fisik. 
3. Pemerintah memberikan bantuan yang sesuai dengan kemampuannya 
misalnya disabilitas yang ingin melakukan peternakan iya di beri 
ternak berupa hewannya seperti ayam, kambing, dll. 
Menurut bapak Suherman selaku ketua Perkumpulan Penyandang 
Disabilitas Indonesia di Kabupaten Bulukumba bahwa para penyandang disabilitas 
belum merasakan bahwa adanya penerapan atas peraturan daerah yang di buat oleh 
pemerintah karena di kabupaten Bulukumba masih sekitar 0,05% penyandang 
disabilitas yang bekerja bahwa dalam artian mereka yang bekerja adalah bekerja 
sebagai cleaning servis, penjual, dan ada yang membuka usaha jahit. Bapak 
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Suherman mengatakan bahwa mereka para penyandang disabilitas kesulitan dalam 
hal akses, di kabupaten Bulukumba yang menyediakan akses untuk penyandang 
disabilitas hanya di RSUD Sulthan Dg Radja, Kantor Pengadilsn Negeri 
Kabupaten Bulukumba dan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba. Dia 
mengatakan bahwa pemerintah yang membuat peraturan itu sendiri tidak 
menyediakan akses khusus penyandang disabilitas terutama di Kantor DPRD 
Kabupaten Bulukumba tidak ramah Disabilitas, Kantor Daerah Kabupaten 
Bulukumba juga tidak menyediakan layanan akses untuk Disabilitas dan yang 
paling utama yang menjadi ikon Kabupaten Bulukumba yaitu Masjid Islamic 
Center sangat tidak ramah Disabilitas. Mereka sangat menyayangkan situasi 
seperti ini. Bapak Suherman mengatakan bahwa memang pemerintah pusat 
menyediakan kuota pekerjaan 2% untuk penyandang disabilitas dan pemerintah 
daerah menyediakan 1% kuota pekerjaan untuk penyandang disabilitas tetapi di 
kabupaten Bulukumba belum di terapkan oleh pemerintah karena jika ada 
pembukaan pendaftaran lowongan pekerjaan mereka tidak dapat ikut serta 
dikarenakan adanyan persyaratan yang tidak bisa di penuhi oleh penyandang 
disabilitas seperti yang tertera di persyaratan tersebut bahwa harus bergelar 
sarjana. Adapun yang bergelar sarjana tidak dapat mengikuti pendaftarann karena 
tidak dapat melakukan tugas di luar daerah karena mereka memiliki kekurangan 
fisik maka sangat disayangkan atas peratiuran yang di buat oleh pemerintah. 
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Belum ada perusahaan di kabupaten Bulukumba yang membuka lowongan 
pekerjaan untuk penyandang disabilitas.6 
Dari hasil penelitian yang saya lakukan bahwa masih banyak penyandang 
disabilitas yang tidak terdaftar dan tidak menerima bantuan. Hanya sebagian kecil 
bagi mereka yang mendapatkan bantuan agar mereka bisa hidup mandiri. Saat ini, 
data penyandang disabilitas di Kabupaten Bulukumba belum akurat. Menurut data 
dari Dinas Sosial kabupaten Bulukumba sudah ada dari mereka yang telah 
mengikuti pelatihan yang di laksanakan oleh dinas social dan dinas 
ketenagakerjaan yang sudah memiliki usaha sendiri seperti service radio, usaha 
penjahitan (penyandang yang menggunakan kaki palsu).7  
Menurut Bapak Yusuf S.E selaku Kepala Seksi Antar Kerja dan 
Penyandang Cacat Kantor Dinas Ketenagakerjaan Bulukumba bahwa ”mungkin 
memang masih ada penyandang cacat yang tidak di ketahui sehingga mereka tidak 
terdaftar untuk mendapatkan bantuan karena factor dari lokasi yang terpencil atau 
data-data yang sudah di lakukan oleh desa atau kelurahan belum sampai kepada 
kami”. Di Kabupaten Bulukumba sudah ada Penyandang Disabilitas yang 
memenuhi syarat untuk bekerja. Kuota Pekerja untuk Penyandang Disabilitas 
adalah 1%. Tetapi, data-data pekerja penyandang disabilitas di Dinas 
Ketenagakerjaan belum efisien di karenakan mereka belum mendata secara 
keseluruhan. Dinas Ketenagakerjaan telah melakukan Pelatihan Kerja kepada 
                                               
6 Suherman, Ketua PPDI, Wawancara, Bulukumba, 6 september 2020 
7 Abd Rahman, Dinas Sosial, Wawancara, Bulukumba, 5 september 2020 
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Penyandang Disabilitas. Di Tahun 2020 mereka ada rencana untuk membuat 
Pelatihan Kerja tetapi terhambat karena adanya Pandemi Covid-19.8 
Berikut data-data peserta yang melakukan Pelatihan Budidaya Tanaman 
Hidroponik di Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai berikut: 
Tabel 4 
Nama peserta pelatihan Budidaya Tanaman Hidroponik  
No  Nama  Jenis kelamin Alamat  
1 Dedi Rukmana L Bingkarongo Rilau 
Ale 
2 Dini  P  Loka Ujungbulu 
3 Heri Kardi L  Bonto bulaeng 
4 Saeful  L  Pabbentengan rilau 
ale 
5 Mustafah  L  Sapepe rilau ale 
6 Fikran pratama L  Ujung loe 
7  Sri rahmat P  Buhungpute 
bulukumpa 
8 Suherman  L  Ela-ela  
9 Syamsul alam L  Bontonyeleng  
                                               
8 Yusuf, Kepala Seksi Antar Kerja dan Penyandang Cacat Kantor Dinas Ketenagakerjaan, 
Wawancara, Bulukumba, 7 september 2020. 
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10 Harnia  P  Bontonyeleng  
11 Nasiruddin  L  Bontotiro  
12 Muh. Arjab L  Bentenge  
13 Andi ilham  L  Ujungbulu  
14 Rudi  L  Sopa Gantarang 
15 Danial  L  Ujungbulu  
16 Haidil akbar L  Loka  
17  Hasriani  P  Bintarore  
18 Jumarniati  P  Bintarore  
19 Rislan  L  Bintarore  
20 Akbar salam L  Bintarore  
Pada table 4 di atas adalah nama-nama peserta yang mengikuti pelatihan 
budidaya tanaman hidroponik yang di selenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten 
Bulukumba Dinas Tenaga Kerja pada bulan Oktober 2019. Tetapi, menurut Bapak 
Suherman setelah mereka mengikuti pelatihan mereka tidak di control lagi oleh 
pemerintah, setelah pelatihan sudah tidak ada kelanjutan lagi. Para penyandang 
disabilitas yang telah mengikuti pelatihan tidak dapat melanjutkan pelatihan yang 





C. Faktor penghambat dalam penerapan Peraturan Daerah  No 2 
Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang 
Disabilitas di Kabupaten Bulukumba dalam memperoleh hak 
Ketenagakerjaan 
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kabupaten 
Bulukumba khususnya di kantor Dinas Ketenagakerjaan melalui wawancara 
dengan Kepala Seksi Antar Kerja dan Penyandang Cacat Bapak Yusuf S.E  bahwa 
ada banyak factor yang menghambat penerapan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 
khususnya penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerja. Pemerintah masih 
kesulitan dalam melakukan tinjauan ke lapangan di karenakan kurangnya dana dari 
pemerintah pusat sehingga mereka tidak dapat mendata penyandang disabilitas 
sejak 2019-2020 dan tidak dapat melakukan pelatihan kerja bagi penyandang 
disabilitas karena mereka harus melakukan assistmen ke lapangan terlebih dahulu 
agar dapat membuka pendaftaran untuk pelatihan penyandang cacat karena 
pemerintah tidak dapat menebak bahwa misalnya mereka membuka pendaftaran 
pelatihan kerja dengan jumlah 20 orang tetapi pada saat penutupan tidak ada 
penyandang cacat yang mendaftar maka dari itu mereka terlebih dahulu harus 
melakukan tinjauan ke lapangan agar prosesnya berjalan dengan baik. 
Kabupaten Bulukumba memiliki program pada Bulan Juni 2020 mereka 
ingin mengadakan inklusi bagi Penyandang Cacat oleh instansi pemerintah tetapi 
terhambat di karenakan adanya Pandemi Covid-19. Mereka tentunya akan 
menyediakan fasilitas untuk penyandang cacat seperti jalanannya, kursi, wc untuk 
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penyandang cacat karena pada saat pelaksanaannya harus sinkron dengan keadaan 
Disabilitas. 
Faktor yang menghambat pemerintah daerah dalam penerapan Peraturan 
Daerah No 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang 
Disabilitas dalam memperoleh hak ketenagakerjaan adalah sebagai berikut: 
1. Sumber daya manusia (SDM) dan Sumber daya alam (SDA) yaitu 
kurangnya dana dan aksesibilitas di kabupaten bulukumba sehingga 
pemerintah tidak dapat melaksanakan pelatihan kerja dan Dinas 
Ketenagakerjaan masih mengharapkan adanya dana dari Kementerian 
agar pelaksanaan pelatihan kerja dapat di laksanakan. Dalam hal ini 
dapat di simpulkan bahwa perda tersebut belum dilakukan. 
2. Factor lingkungan social-budaya dan teknologi yaitu masyarakat 
tidak ingin mengakui dan masih menyembunyikan keluarganya yang 
memiliki kekurangan fisik. 
3. Pemerintah belum menyediakan lapangan pekerjaan khusus 
penyandang disabilitas. 
4. Factor mindset penyandang cacat yaitu mereka selalu ingin di 
kasihani agar mendapat bantuan terus-menerus sehingga mereka tidak 
bisa bekerja secara mandiri. 
5. Pengawasan ketenagakerjaan di kabupaten Bulukumba. Pengawasan  
ketenagakerjaan adalah fungsi suatu negara. Dalam ketenagaerjaan 
terdapat tiga unsur yang sangat mempengaruhi berjalannya system 
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ketenagakerjaan, apabila salah satu dari ketiga unsur ini tidak berjalan 
dengan baik maka kondisi ketenagakerjaan tidak akan berjalan secara 
sehat. Unsur ketenagakerjaan yaitu Pekerja, Pengusaha, Pemerintah. 
Dalam istilah ketenagakerjaan adalah Tripartit. Dari ketiga unsur 
tersebut mereka masing-masing memiliki keinginan yang berbeda. 
Pemerintah telah mengatur fungsi dan peran pemerintah dalam UU 
No 13 Tahun 2003 pasal 102 yaitu: Pertama, dalam melaksanakan 
hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan 
kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan 
melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-
undangan Ketenagakerjaan. Kedua, dalam melaksanakan hubungan 
industrial, pekerja/ buruh dan serikat pekerja atau/ serikat buruhnya 
mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajiban, 
menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan 
asprirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan 
keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan 
kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Ketiga, dalam 
melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi 
pengusahanya mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, 
mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan 
memberikan kesejahteraan pekerja atau buruh secara terbuka, 
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demokratis, dan berkeadilan.9 Dari penjelasan pasal 102 maka dapat 
disimpulkan bahwa fungsi dari pemerintah sangat penting dalam 
menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan 
pengawasan ketenagakerjaan. Begitupun dengan fungsi pekerja akan 
berjalan dengan baik apabila pemerintah melaksanakannya dengan 
benar terutama dalam memastikan terpenuhinya hak pekerja yang 
merupakan kewajiban pengusaha. Pengawasan ketenagakerjaan 
adalah sebuah tindakan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan 
peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Di 
kabupaten Bulukumba pengawasan ketenagakerjaan belum berjalan 
dengan baik maka pengawasan ketenagakerjaan menjadi salah satu 
factor yang menyebabkan tidak diterapkannya peraturan daerah No 2 
Tahun 2018 tentang perlindungan dan pelayanan disabilitas. 
                                               






Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian terkait dengan judul penelitian ini 
yang telah di uraikan sebelumnya, maka di peroleh kesimpulan sebagai berikut : 
1. Penerapan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan 
Pelayanan Penyandang Disabilitas belum berjalan dengan baik, bahkan 
jauh dari apa yang diharapkan oleh Disabilitas khususnya memperoleh 
pekerjaan agar mereka dapat hidup secara mandiri. Hal ini terbukti dengan 
masih banyaknya penyandang cacat yang belum mendapatkan pekerjaan 
terutama di perusahaan swasta belum ada perekrutan yang menyediakan 
pekerjaan untuk penyandang disabilitas. Sebagaimana kewajiban 
pemerintah terhadap penyandang disabilitas telah di atur di dalam 
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pelayanan 
penyandang disabilitas dalam Pasal 6 serta dalam QS Al Anfal/8:27 telah 
di jelaskan tentang amanah. Dalam hal ini, pemerintah hanya 
menyediakan program pelatihan kerja tetapi tidak menyediakan lapangan 
pekerjaan khusus penyandang disabilitas. 
2. Hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan tidak dapat 
terpenuhi karena adanya factor dari pemerintah dan perusahaan swasta. 
Untuk sekarang saja perekrutan lowongan kerja masih memiliki syarat 
yang harus di penuhi yaitu sehat jasmani rohani. Hambatan dalam 
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penerapan peraturan daerah no 2 tahun 2018 yaitu jika pemerintah dan 
perusahaan swasta membuka lowongan kerja bagi penyandang disabilitas 
mereka harus mengeluarkan biaya tinggi untuk menyediakan fasilitas dan 
peralatan kerja khusus penyandang disabilitas  sedangkan sekarang ini ada 
keterbatasan dana atau dana yang mereka miliki tidak cukup, dan di 
perusahaan swasta memiliki tujuan untuk mengejar hasil yang tinggi 
sedangkan penyandang disabilitas di anggap tidak dapat mengejar target, 
kinerja penyandang disabitas tidak sebaik dengan pekerja normal. 
B. IMPLIKASI PENELITIAN 
1. Peran pemerintah seharusnya adalah memperhatikan Penyandang 
disabilitas dan memberikan pelatihan kerja secara rutin sehingga mereka 
dapat meningkatkan skill dan kemampuannya agar bisa bekerja secara 
mandiri dan mendapatkan pekerjaan. Perlunya pengawasan dari 
pemerintah agar Peraturan yang telah di buat dapat di terapkan dengan 
baik, sehingga tidak ada lagi perusahaan yang tidak mengetahui bahwa 
telah ada peraturan yang mengatur tentang hak pekerjaan terhadap 
penyandang disabilitas.  
2. Faktor penghambat dari perusahaan swasta harusnya dapat diatasi dengan 
melihat kinerja penyandang disabilitas bahwa dengan mempekerjakan 
penyandang disabilitas faktanya tidak merugikan perusahaan karena 
sudah ada penyandang disabilitas yang membuka usaha sendiri maka dari 
itu dapat di lihat bahwa tidak semua penyandang disabilitas tidak 
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memiliki skill dan kemampuan bahkan mereka biasa mendapatkan 
penghargaan atas hasil kerja dari mereka, hanya sebagian kecil dari 
mereka yang mungkin tidak memiliki kemampuan untuk bekerja. 
Pemerintah seharusnya menyiapkan lapangan pekerjaan khusus 
penyandang disabilitas seperti menjahit atau pasang kancing pakaian. 
Dengan adanya lapangan pekerjaan yang di sediakan untuk penyandang 
disabilitas maka penyandang disabilitas dapat bekerja dengan 
mengharapkan pekerjaan jangka panjang. Di harapkan pemerintah, 
penyandang cacat, pengusaha (unsur ketenagakerjaan) dapat berperan 
aktif. Dan di harapkan penyandang disabilitas dapat melaksanakan fungsi 
sosialnya dalam arti mampu berintegrasi dengan komunikasi dan 
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PROVINSI SULAWESI SELATAN 
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA 




PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN PENYANDANG DISABILITAS 
 




Menimbang:  a. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Nasional yang 
bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka 
penyandang disabilitas merupakan bagian masyarakat 
Bulukumba yang memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan 
peran yang sama;  
b. bahwa untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, 
kewajiban dan peran penyandang disabilitas, diperlukan 
sarana dan upaya yang lebih memadai dalam rangka 
menciptakan kemandirian dan kesejahteraan penyandang 
disabilitas yang merupakan tanggung jawab Pemerintah dan 
masyarakat di Daerah; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang 
Disabilitas;   
 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara                         
Republik Indonesia Tahun 1945.  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II di Sulawesi  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara   
Republik Indonesia Nomor 1822).  
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3886). 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4235). 
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4279). 
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4301). 
 
 
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4967). 
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038). 
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679). 
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 
Disabilitas  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 5871). 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya 
Peningkatan Kesejahteraan sosial, Penyandang Cacat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754). 
12. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana 
Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2015–2019 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 144). 
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 
tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada 
Bangunan Gedung dan Lingkungan. 
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 
tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki 
kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat 
istimewa. 
15. Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). 
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Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN  








Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
4. Bupati adalah Bupati Bulukumba. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah.  
7. Disabilitas adalah istilah yang meliputi gangguan keterbatasan aktivitas, 
dan pembatasan partisipasi. 
8. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan 
fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama 
yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya 
dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara 
penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan 
hak. 
9. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk 
melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas. 
10. Kedisabilitasan adalah hal ikhwal tentang disabilitas. 
11. Derajat kedisabilitasan merupakan tingkat berat ringannya keterbatasan, 
kelainan, ketidakmampuan dan disfungsi yang disandang seseorang. 
12. Penyandang disabilitas anak adalah setiap orang yang mengalami 
kedisabilitasan dengan  usia 18 tahun ke bawah kecuali untuk retardasi 
mental. 
13. Akomodasi yang wajar dan layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang 
perlu dan sesuai, dengan tidak memberikan beban tambahan yang tidak 
proporsional atau tidak semestinya, apabila diperlukan dalam kasus 
tertentu, guna menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi 
manusia dan kebebasan fundamental penyandang disabilitas berdasarkan 
kesetaraan dengan yang lainnya. 
14. Desain universal adalah desain produk, lingkungan, program dan 
pelayanan yang dapat digunakan oleh semua orang, semaksimal 
mungkin, tanpa memerlukan suatu adaptasi atau desain khusus, yang 
tidak mengecualikan alat bantu bagi kelompok penyandang disabilitas 
tertentu pada saat diperlukan. 
15. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang 
disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. 
16. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang menyediakan peluang/akses 
yang sama kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi 
yang dimiliknya. 
17. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, 
pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau 
berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, 
atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitasi. 
18. Pelanggaran hak penyandang disabilitas adalah setiap perbuatan 
seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja 
maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum 
mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi 
penyandang disabilitas, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan 
tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, 
berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. 
19. Tarif atau diskon khusus adalah keringanan biaya atau potongan biaya 
yang didapatkan oleh penyandang disabilitas. 
20. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang 
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada 
di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai 
tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat 
tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan pendidikan, kegiatan usaha, 
kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 
21. Bangunan gedung umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk 
kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi pendidikan, 
fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya. 
22. Bangunan gedung tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan 
untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang 
dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan 
pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat 
menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya. 
23. Lingkungan bangunan gedung adalah lingkungan di sekitar bangunan 
gedung yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan bangunan gedung 
baik dari segi sosial, budaya, maupun dari segi ekosistem. 
24. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu 
upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan 
usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani 
dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan 
lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur fomal, non fomal dan 
informal. 
25. Sekolah/Madrasah adalah satuan pendidikan Sekolah Dasar/ Madrasah 
Ibtidaiyah (SD/MI, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah 
(SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan/ 
Madrasah Aliyah Kejuruan (SMA/SMK/MA/MAK) Negeri dan/atau 
Swasta. 
26. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB atau satuan 
pendidikan khusus adalah bentuk satuan pendidikan yang melayani 
program pendidikan anak berkebutuhan khusus melalui satuan 
pendidikan khusus. 
27. Sistem Pendidikan inklusif adalah Pendidikan yang memberikan 
kesempatan yang sama kepada semua peserta didik dari berbagai latar 
belakang kehidupan, termasuk penyandang disabilitas, untuk belajar 
bersama di sekolah reguler terdekat dengan tempat tinggalnya dengan 
mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan khususnya 
sehingga dapat berpartisipasi penuh dan maksimal dalam proses 
pembelajaran. 
28. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas untuk merencanakan, 
melaksanakan, menilai hasil proses pembelajaran, melakukan analisis 
dan perbaikan pengayaan, serta melakukan penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat. 
29. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri 
dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 
30. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki 
karakteristik, perkembangan dan pertumbuhan berbeda bila 
dibandingkan dengan perkembangan dan pertumbuhan anak pada 
umumnya. 
31. Guru Pembimbing Khusus adalah guru yang bertugas mendampingi di 
sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan memiliki kompetensi 
dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus. 
32. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, 
isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 
pendidikan tertentu. 
33. Kesehatan adalah keadaan sejahtera fisik, jiwa dan sosial yang 
memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi; 
34. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan yang diberikan kepada 
seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan 
kesehatan lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan 
Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya. 
35. Pelayanan adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam 
segala bidang pelayanan baik pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, 
ketenagakerjaan, perlindungan hukum, ekonomi, sosial, keamanan, 
pelayanan publik. 
36. Perlakuan Khusus adalah segala bentuk perlakuan yang diberikan kepada 
penyandang disabilitas dalam segala bidang sesuai dengan kebutuhan 
kedisabilitasannya. 
37. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah 
Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah yang menjadi 
kewenangan Pemerintah Daerah. 
38. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah 
instalasi kesehatan milik Pemerintah Daerah beserta jaringannya yang 
meliputi Puskesmas Pembantu dan Puskesmas keliling. 
39. Pusat Kesehatan masyarakat pembantu yang selanjutnya disebut Pustu 
adalah fasilitas/sarana Pelayanan kesehatan rawat jalan. 
40. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh puskesmas dengan 
menggunakan sarana kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) 
dan sarana transportasi lainnya. 
41. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan diri untuk 
memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi 
sosialnya secara wajar dalam kehidupan bemasyarakat. 
42. Rehabilitasi Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan 
terpadu melalui tindakan medik agar penyandang disabilitas dapat 
mencapai kemampuan fungsionalnya semaksimal mungkin. 
43. Rehabilitasi Pendidikan adalah kegiatan pelayanan pendidikan secara 
utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar agar penyandang 
disabilitas dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai bakat, minat 
dan kemampuannya. 
44. Rehabilitasi Pelatihan adalah kegiatan pelayanan pelatihan secara utuh 
dan terpadu agar penyandang disabilitas dapat memiliki keterampilan 
kerja sesuai dengan bakat minat dan kemampuannya. 
45. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan 
untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya 
secara wajar dalam kehidupan masyarakat. 
46. Pelayanan hak penyandang disabilitas adalah terpenuhinya kebutuhan 
dasar hidup secara layak dan manusiawi. 
47. Perlindungan penyandang disabilitas adalah segala kegiatan untuk 
menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional penyandang disabilitas 
agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,dan berpartisipasi secara optimal 
sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 
dari diskriminasi. 
48. Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar ekonomi/ 
material, spiritual, dan sosial penyandang disabilitas agar dapat hidup 
layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan 
fungsi sosialnya. 
49. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang 
disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat 
meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. 
50. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan 
pelayanan yang bersifat terus menerus agar penyandang disabilitas dapat 
mewujudkan taraf hidup yang wajar. 
51. Pemberdayaan penyandang disabilitas adalah semua upaya untuk 
menguatkan keberadaan penyandang disabilitas dalam bentuk 
penumbuhan iklim dan pengembangan potensi, sehingga mampu tumbuh 
dan berkembang menjadi individu atau kelompok penyandang Disabilitas 
yang tangguh dan mandiri. 
52. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh 
rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 
53. Alat bantu kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan 
fungsi anggota tubuh penyandang Disabilitas, berdasarkan rekomendasi 
dari tenaga medis. 
54. Alat bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian 
penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari. 
55. Unit usaha mandiri yang dikelola oleh penyandang disabilitas adalah unit 
usaha yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, dan mempekerjakan 
minimal 60% (enam puluh perseratus) penyandang disabilitas dari 
keseluruhan pegawai. 
56. Penyelenggara Negara adalah Otoritas yang bersumber dari ikatan 
hukum/administratif dalam bentuk kewenangan/kekuasaan membuat 
keputusan, peraturan untuk mengelola dan atau menjalankan fungsi 
eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun badan/lembaga Swasta. 
57. Lembaga kesejahteraan sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan 
sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang 
dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang 
tidak berbadan hukum. 
58. Organisasi Penyandang Disabilitas adalah organisasi sosial atau 
perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat penyandang 
disabilitas yang dipimpin oleh penyandang disabilitas dan pengurusnya 
bisa terdiri atas penyandang disabilitas dan/ atau non disabilitas, baik 
yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 
59. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak 
yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau 
tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik 
milik swasta maupun milik Negara. 
60. Pengusaha adalah rang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum 
yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri atau perusahaan 
bukan miliknya, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili 
perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 
61. Badan hukum atau badan usaha adalah sekumpulan orang dan/atau 
modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun 
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 
komanditer, perseroan lainnya,badan usaha milik negara (BUMN) atau 
daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 
koperasi, yayasan, persekutuan, perkumpulan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk  
usaha tetap dan bentuk badan lainnya. 
62. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu 
tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. 
63. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis 
lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, 
atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi 
tanggungan. 
64. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang dilekati hak dan kewajiban 
untuk berperan dan berkontribusi dalam mewujudkan penghormatan, 
pemajuan, perlindungan, pemberdayaan, dan pelayanan penyandang 
disabilitas. 
65. Sistem kelembagaan disabilitas adalah kesatuan instrumen yang melekat 
pada eksistensi penyandang disabilitas dengan maksud untuk 
mengaktualisasikan segala potensi kedisabilitasan agar tetap dapat 
berfungsi, berperan dan berkontribusi, secara optimal dan wajar serta 
bermartabat dalam segala aspek berbangsa, bernegara dan 
bermasyarakat. 
66. Habilitasi adalah kemampuan pada pencapaian kemandirian, perawatan 
diri dan potensi kerja, bagi orang yang sejak lahir mengalami disabilitas; 
67. Komisi Daerah Disabilitas yang selanjutnya disingkat KDD adalah 
lembaga negara independen yang mempunyai kedudukan hukum dan 
yang melaksanakan fungsi pengkajiandan penelitian, penyuluhan, dan 
pemantauan hak asasi dan kebebasan dasar penyandang disabilitas. 
68. Kartu Tanda Disabilitas yang selanjutnya disingkat KTD adalah dokumen 
yang dikeluarkan oleh KDD untuk setiap penyandang disabilitas 









Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas dalam rangka  
mewujudkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas berlandaskan 




Perlindungan dan Pelayanan  Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 berasaskan: 
a. penghormatan terhadap martabat; 
b. otonomi individu; 
c. tanpa diskriminasi; 
d. partisipasi penuh; 
e. keragaman manusia dan kemanusiaan; 
f. kesamaan kesempatan; 
g. kesetaraan; 
h. aksesibilitas;  
i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak; 
j. inklusif; dan 




Tujuan perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas meliputi: 
a. mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, pemberdayaan, 
penegakan, dan pelayanan asasi manusia dan kebebasan dasar penyandang 
disabilitas secara penuh dan setara; 
b. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, pemberdayaan, 
penegakan dan pelayanan sebagai martabat yang melekat pada diri 
penyandang disabilitas; 
c. mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih 
berkualitas, adil, sejahtera, mandiri, bermartabat serta bahagia lahir dan 
batin; 
d. melindungi penyandang disabilitas dari kesia-siaan, pelecehan dan segala 
tindakan diskriminatif dan pelanggaran Hak Asasi Manusia; dan 
e. memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, 
pemberdayaan, penegakan dan pelayanan penyandang disabilitas untuk 
mengembangkan diri, dan mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai 
bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati berperan dan 
berkontribusi secara optimal, leluasa dan bermartabat dalam segala aspek 
kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. 
 
BAB III 





Kewajiban perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas merupakan 
tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat. 
 
Bagian Kesatu 




(1) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5, meliputi:  
a. melaksanakan kebijakan perlindungan dan pelayanan  penyandang 
disabilitas yang telah ditetapkan oleh pemerintah; 
b. menetapkan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan dan 
pelayanan  penyandang disabilitas; 
c. melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan Perangkat Daerah dalam 
perlindungan dan pelayanan  penyandang disabilitas di Daerah; 
d. melakukan kerja sama dalam pelaksanaan perlindungan dan pelayanan  
penyandang disabilitas; 
e. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan pelayanan 
penyandang disabilitas; 
f. melakukan pendataan penyandang disabilitas secara akurat; 
g. memfasilitasi penyandang disabilitas melalui organisasinya untuk 
melakukan kerja sama regional maupun internasional; 
h. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan  
penyandang disabilitas setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah;  
i. memberikan perlindungan khusus kepada penyandang disabilitas 
dengan cara memprioritaskan penyelamatan dan/atau memberikan 
pertolongan dan evakuasi kepada penyandang disabilitas pada saat 
keadaan darurat dan bencana;  
j. mendorong layanan pendidikan dan peningkatan kesadaran dalam 
keadaan bencana, baik formal maupun informal, bagi penyandang 
disabilitas; dan 





(2)   Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana 
dimaksud  pada ayat (1), Bupati menetapkan program  dan kegiatan aksi 
perlindungan dan pelayanan  penyandang disabilitas dalam satu Rencana 
Aksi Daerah Perlindungan dan Pelayanan  Penyandang Disabilitas sebagai 
dasar bagi Perangkat Daerah dalam memberikan perlindungan dan 
pelayanan  penyandang disabilitas. 
(3)  Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pelayanan  Penyandang Disabilitas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian dari Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan tanggung jawab 
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 
diatur dalam Peraturan Bupati. 
 
Bagian Kedua 




Kewajiban dan Tanggung Jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5, meliputi: 
a. mensosialisasikan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang 
disabilitas; 
b. melaksanakan perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas; dan 
c. memberikan data dan informasi dan/atau melaporkan kepada aparat 
pemerintah dan/atau aparat penegak hukum apabila terjadi pelanggaran 




KEWAJIBAN DAN HAK PENYANDANG DISABILITAS 
 
Bagian Kesatu 




Setiap penyandang disabilitas memiliki kewajiban: 
a. taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan; 
 
b. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;  
 
c. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;  
 
d. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia; 
 
e. meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keterampilan kerja dalam 
mengembangkan kapasitas pribadi; 
 
f. memberikan keterangan yang benar atas kejadian yang dialaminya kepada 
pihak yang berkepentingan; 
 
g. memberikan masukan kepada pemerintah terkait masalah disabilitas demi 
kemajuan pelayanan penyandang disabilitas; dan 
 




















f. kebudayaan dan kepariwisataan; 
g. pelayanan publik; 
h. keadilan dan perlindungan hukum; 
i. komunikasi, informasi dan kebebasan berekspresi; 
j. kesejahteraan sosial; 
k. perumahan;  








(1) Setiap penyandang disabilitas berhak: 
a. hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai 
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan bebas dari diskriminasi; 
b. memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, 
kekerasan psikis, kekerasan seksual, eksploitasi, perdagangan orang, 
dan penelantaran Rumah Tangga; 
c. mendapatkan informasi tentang pusat pelayanan terpadu; 
d. mendapatkan pelayanan secara terpadu sesuai dengan prinsip-prinsip 
pelayanan; 
e. melakukan tuntutan dan/atau gugatan hukum melalui badan peradilan 
dan/atau peradilan diluar pengadilan, serta dapat melapor pada 
mahkamah internasional; 
f. mendapatkan informasi tentang peraturan perundangan yang 
melindungi penyandang disabilitas perempuan dan penyandang 
disabilitas anak; 
g. mendapatkan informasi dan terlibat dalam setiap proses pengambilan 
keputusan yang berkaitan dengan pendampingan dan perkembangan 
penanganan perkara; 
h. mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan 
statusnya sebagai istri, ibu atau anak, anggota keluarga, anggota rumah 
tangga, serta anggota masyarakat; 
i. mendapatkan pendampingan pada setiap proses baik di pengadilan 
maupun diluar pengadilan; 
j. mendapatkan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi; 
k. mendapatkan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media 
massa; 
l. memperoleh perlindungan di rumah aman yang aksesibel dan inklusif; 
dan 
m. mendapat perlindungan dan pelayanan kesehatan reproduksi sejak 
dini. 
(2) Setiap  penyandang disabilitas anak berhak: 
a. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan; 
b.  untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai 
dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua; 
c.  diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau 
aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah 
demi kepentingan terbaik bagi penyandang disabilitas anak dan 
merupakan pertimbangan terakhir;  
d. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang 
tuanya sendiri; 
e.  diasuh atau diangkat sebagai anak asuh, anak angkat oleh orang lain 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
disebabkan orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang 
penyandang disabilitas anak, atau penyandang disabilitas anak dalam 
keadaan terlantar; 
f. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan 
kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial; 
g. memperoleh pendidikan pada sekolah regular dalam rangka 
pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan 
minat, bakat dan derajat disabilitasnya; 
h. memperoleh pendidikan pada sekolah yang melaksanakan pendidikan 
inklusif dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat 
kecerdasannya sesuai dengan minat, bakat dan derajat disabilitasnya 
jika sekolah reguler belum bisa menerimanya disebabkan kekurangan 
sumber dayanya; 
i.  memperoleh pendidikan luar biasa selain pada sekolah reguler dan 
sekolah inklusif, sedangkan bagi penyandang disabilitas anak yang 
memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus; 
j. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan 
memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya 
demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan 
kepatutan; 
k.  untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan 
anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan 
minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri; 
l.  memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf 
kesejahteraan sosial; 
m.  mendapat perlindungan dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak 
lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan dari 
perlakuan:  
1. diskriminasi;  
2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;  
3. penelantaran;  
4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;  
5. ketidakadilan; dan  
6. perlakuan salah lainnya.  
n. memperoleh perlindungan dari:  
1. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;  
2. pelibatan dalam sengketa bersenjata;  
3. pelibatan dalam kerusuhan sosial;  
4. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan; 
dan 
5. pelibatan dalam peperangan.  
o.  untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;  
p.  bebas dari penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara 
apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan sanksi hukum 
tersebut hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;  
q.  mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya 
dipisahkan dari orang dewasa jika terjadi penahanan;  
r. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif 
dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; 
s.  membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang 
objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum; dan 
t. dirahasiakan apabila menjadi korban atau sebagai pelaku kekerasan 




Setiap penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak 
yang berhadapan dengan hukum berhak : 
a. memberikan keterangan yang benar atas kejadian yang dialaminya 
kepada pihak yang berkepentingan; 
b. memperoleh jaminan perlindungan dan keamanan ketika menjadi saksi; 
c. memberi kesempatan pada pelaku untuk memberi ganti rugi kepada 
penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak 
selain hukuman yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan 















(1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan hak dan kesempatan 
atas penyelenggaraan pendidikan yang bermutu pada semua satuan, jalur, 
jenjang dan jenis pendidikan. 
(2) Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak memperoleh pendidikan 
khusus/perlakuan khusus atau pelayanan khusus dalam bentuk 
penyediaan aksesibilitas dan sistem kelembagaan disabilitas dalam 
lingkungan belajar.  
(3) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelompok 
layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, 
non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 
(4) Jalur Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wahana 
yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu 
proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan, meliputi: 
a. pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan   
berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, 
dan pendidikan tinggi; 
b. pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan 
formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang; dan 
c. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. 
 
(5) Jenjang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tahapan 
pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta 
didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan, 
meliputi pendidikan dasar,  pendidikan menengah,  dan pendidikan tinggi. 
(6) Jenis Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelompok 
yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan 
pendidikan, meliputi pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, 





(1) Setiap penyandang disabilitas, mempunyai kesamaan hak dan 
kesempatan untuk menjadi peserta didik dan atau menjadi penyelenggara 
pendidikan pada semua jenis pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan 
kemampuannya tanpa diskriminasi. 
(2) Jaminan kesamaan hak dan kesempatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), paling rendah meliputi: 
a. pendidikan umum; 
b. pendidikan inklusi; dan 
c. pendidikan khusus. 
(3) Penyandang Disabilitas dapat memilih sistem pendidikan yang diinginkan. 
(4) Pendidikan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
merupakan jenis pendidikan yang mengutamakan proses pembelajaran, 
metodelogi, kurikulum, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana 
dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang 
menggunakan standar pendidikan secara umum. 
(5) Penyandang disabilitas menerima dukungan yang dibutuhkan, di dalam 
sistem pendidikan umum, guna memfasilitasi pendidikan yang efektif.  
(6) Pendidikan Inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 
merupakan jenis layanan pendidikan umum yang mengikutsertakan 
peserta didik disabilitas yang mengakomodasi kebutuhan spesifiknya 
untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan 
pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya 
melalui proses pembelajaran, metodologi, kurikulum, kompetensi lulusan, 
tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, 
dan penilaian pendidikan yang menggunakan standar pendidikan secara 
fleksibel. 
(7) Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, 
merupakan jenis layanan pendidikan yang ditujukan bagi peserta didik 
yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran 
akibat disabilitas fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki 
potensi kecerdasan dan bakat istimewa, melalui proses pembelajaran, 
metodologi, kurikulum, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana 
dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang 






Setiap penyandang disabilitas, mempunyai kesamaan hak dan kesempatan 
untuk menjadi peserta didik dan atau menjadi penyelenggara pendidikan pada 


















(1) Untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan yang adil dan 
bermartabat bagi penyandang disabilitas dalam pendidikan, Pemerintah 
Daerah harus menyelenggarakan pendidikan yang inklusif, berkualitas 
dan gratis atas dasar kesetaraan dengan yang lain di dalam masyarakat di 
mana mereka tinggal pada setiap satuan, jalur, jenjang, dan jenis 
pendidikan. 
(2) Penyediaan akomodasi yang wajar dan layak bagi kebutuhan individual 
tersebut pada pendidikan inklusif;  
(3) Sistem pendidikan yang inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diselenggarakan secara bertahap dengan ketentuan: 
a. penyandang disabilitas berhak penuh menjadi peserta didik dalam 
lingkungan  pendidikan reguler tanpa diskriminasi atau pensyaratan 
yang bersifat memberatkan; 
b. peserta didik disabilitas berhak penuh memperoleh perlakuan khusus 
atau pelayanan lebih dalam bentuk penyediaan aksesibilitas dan sistem 
kelembagaan disabilitas dalam lingkungan belajar; 
c. sistem kurikulum pembelajaran berfokus pada peserta didik disabilitas; 
d. sistem penataan guru menggunakan sistem guru kelas dibantu Guru 
Pembimbing Khusus; 
e. lingkungan belajar tidak mendiskriminasi peserta didik disabilitas; 
f. proses pembelajaran yang dikelola guru, melibatkan semua peserta 
didik tanpa terkecuali; 
g. semua peserta didik mempunyai kesamaan hak dan kesempatan untuk 
berpartisipasi; 
h. seluruh kemampuan, bakat dan minat setiap peserta didik dihargai 
dan diaktualisasikan dalam lingkungan belajar; 
i. mampu menumbuhkan kepercayaan diri yang positif pada peserta 
didik disabilitas; dan 
j. peserta didik disabilitas berhak belajar bersama dan memungkinkan 





(1) Pendidikan khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas, dilakukan 
jika yang bersangkutan mempunyai keadaan khusus atau dinilai  tidak 
mampu dalam batas minimal mengikuti proses pembelajaran dalam  
lingkungan pendidikan umum. 
(2) Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi 
sebagai upaya untuk membekali/mempersiapkan dan mendorong peserta 
didik penyandang disabilitas untuk dapat mengembangkan diri dan 
mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang 
dimilikinya untuk menikmati, berperan dan berkontribusi secara optimal, 
leluasa dan bermartabat dalam jenis pendidikan umum atau lingkungan 
sosial secara umum. 
(3) Penyandang disabilitas berhak penuh untuk menentukan pilihan sesuai 
bakat, minat dan kemampuan atas jenis pendidikan umum atau 











(1) Setiap penyandang disabilitas yang menjadi peserta didik pada jalur, 
jenjang, jenis dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Daerah dijamin haknya untuk mendapatkan pendidikan gratis 
dengan biaya ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah.  
(2) Setiap penyandang disabilitas yang menjadi peserta didik pada jalur, 
jenjang, jenis dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Swasta 
dijamin haknya untuk mendapatkan keringanan biaya paling sedikit 50% 
(lima puluh perseratus), dimana biaya tersebut ditanggung renteng oleh 
peserta didik dan penyelenggara pendidikan. 
(3) Apabila peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
berprestasi, maka yang bersangkutan berhak mendapatkan beasiswa 
khusus dari Pemerintah Daerah untuk jenjang pendidikan khusus dan 
jenjang pendidikan dasar. 
(4) Penyandang disabilitas memiliki hak, atas dasar kesetaraan dengan yang 
lainnya, untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas 
budaya dan linguistik mereka yang khusus, termasuk bahasa isyarat dan 
budaya orang disabilitas rungu. 
(5) Penyelenggaraan jaminan hak pendidikan khususnya pendidikan inklusi 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf b, diatur lebih lanjut 







(1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak atas bidang pekerjaan yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau swasta dan/ atau 
masyarakat atas dasar kesetaraan, keadilan dan proporsionalitas. 
(2) Kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam bidang 
pekerjaan, antara lain mencakup hak atas kesempatan untuk membiayai 
hidup dengan pekerjaan yang dipilih atau diterima secara bebas di bursa 
kerja dan lingkungan kerja yang terbuka, inklusif dan dapat diakses oleh 




(1) Penyandang disabilitas berhak: 
a. mendapatkan penempatan kerja yang adil, proporsional, dan 
bermartabat; dan 
b. mempertahankan pekerjaan termasuk jenjang karir serta segala hak 
normatif yang melekat di dalamnya. 
(2) Penyandang disabilitas mempunyai kesamaan hak dan kesempatan untuk 
memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan 




(1) Dalam proses perekrutan, dengan memperhatikan kebutuhan khusus 
penyandang disabilitas, pemberi kerja wajib: 
a. menghilangkan syarat sehat jasmani dan rohani; 
b. menghilangkan tes psikologis; 
c. menghilangkan jenis tes yang tidak sesuai dengan penyandang 
disabilitas; 
d. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi; 
e. menyediakan alat tes yang sesuai; dan 
f. memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes . 
(2) Dalam proses penerimaan dan penempatan kerja, dengan memperhatikan 
kebutuhan khusus penyandang disabilitas, Pemberi kerja wajib: 
a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi diawal 
masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk 
penyelenggaraan pelatihan; 
b. tempat bekerja yang fleksibel; 
c. waktu istirahat sesuai dengan kebutuhan; 
d. jadwal kerja yang fleksibel; 
e. menyediakan supervisor; 
f. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan; 
g. memberikan izin cuti khusus untuk pengobatan; dan 






(1) Dalam pekerjaan yang sama, Pemberi kerja wajib memberikan upah yang 
sama kepada penyandang disabilitas dengan yang lainnya. 
(2) Setiap pekerja penyandang disabilitas berhak memperoleh perlakuan yang 
sama dengan pekerja lain tanpa diskriminasi. 
(3) Pemberi kerja wajib melindungi penyandang disabilitas dari kecelakaan 
kerja, kekerasan, penindasan, dan pelecehan.  
(4) Pemberi kerja wajib membuka mekanisme pengaduan atas tidak 
terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas. 
(5) Pemberi kerja wajib menghormati ganti rugi yang diajukan penyandang 
disabilitas atas tidak terpenuhinya hak-haknya. 
(6) Pemberi kerja wajib menjamin agar penyandang disabilitas dapat 
melaksanakan hak berserikat dalam lingkungan pekerjaan. 
(7) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pemerintah Daerah 
dan Swasta. 
(8) Penyediaan, penempatan dan perlindungan kerja bagi penyandang 





(1) Pemerintah Daerah  menyelenggarakan pelatihan kerja bagi calon tenaga 
kerja penyandang disabilitas serta  menyediakan tempat pelatihan kerja 
atau loka bina karya secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. 
(2) Penyelenggaraan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dapat diselenggarakan oleh masyarakat. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan kerja bagi Penyandang 
disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan 




(1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan 
mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya 
termasuk menjadi Pegawai Negeri Sipil. 
 
(2) Pemerintah Daerah memberikan kuota paling rendah 1% (satu perseratus) 
bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dalam setiap penerimaan Pegawai 
Negeri Sipil. 
(3) Penerimaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
harus memenuhi persyaratan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
(4) Penerimaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
harus menjamin aksesibilitas dalam proses pelaksanaan seleksi. 
(5) Perusahaan swasta yang memiliki tenaga kerja minimal 100 (seratus) orang 
dan menggunakan teknologi tinggi wajib mempekerjakan penyandang 
disabilitas paling rendah 1 (satu) orang penyandang disabilitas yang 
memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan. 
(6) Persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan bagi penyandang disabilitas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperhatikan faktor: 
a. jenis dan derajat kedisabilitasan; 
b. pendidikan; 
c. keterampilan dan/atau keahlian; 
d. kesehatan; 
e. formasi yang tersedia; 
f. jenis atau bidang usaha; dan 
g. faktor lain. 
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan jabatan dan kualifikasi 
pekerjaan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 







(1) Pemerintah Daerah, perusahaan daerah, dan dunia usaha dan/atau pelaku 
usaha memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas yang 
memiliki keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri 
atau melalui kelompok usaha bersama. 
(2) Perusahaan Daerah, dunia usaha dan/atau pelaku usaha, dan masyarakat   






Pemerintah Daerah, perusahaan daerah, dan dunia usaha dan/atau pelaku 
usaha, dan masyarakat dapat memberikan bantuan usaha kepada penyandang 
disabilitas yang melakukan usaha sendiri dan/atau melalui kelompok usaha 
bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dalam bentuk: 
a. pendanaan/permodalan; 
b. sarana dan prasarana; 
c. informasi usaha; 
d. perizinan usaha; 
e. kesempatan berusaha; 
f. promosi dan pemasaran; dan 








(1) Pendanaan/permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, 
ditujukan untuk: 
a. mengembangkan dan/atau meningkatkan usaha yang dilakukan 
penyandang disabilitas antara lain mendapatkan akses kredit dari 
perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank; 
b. memperluas jaringan usaha yang dilakukan penyandang disabilitas; 
c. memberikan kemudahan memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, 
dan murah kepada usaha yang dilakukan penyandang disabilitas; 
d. membantu penyandang disabilitas untuk mendapatkan pembiayaan 
dan jasa/produk keuangan lain yang disediakan perbankan dan/atau 
lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem 
konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan 
pemerintah; dan 
e. Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mendorong perusahaan yang 
berada di wilayah Kabupaten Bulukumba  untuk memprioritaskan 
penyaluran dana dan/atau bantuan Coorporate Social Responsibility  
(CSR) bagi pengembangan usaha penyandang disabilitas. 
(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b 
ditujukan untuk mengadakan prasarana yang dapat mendorong dan 
mengembangkan usaha yang dilakukan penyandang disabilitas. 
(3) Informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, ditujukan 
untuk: 
a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan 
informasi usaha penyandang disabilitas; 
b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber 
pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, serta 
mutu; dan 
c. memberikan jaminan transparansi dan akses informasi usaha bagi 
penyandang disabilitas atas segala informasi usaha. 
(4) Perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d  ditujukan 
untuk: 
a. memberikan kemudahan dalam perizinan usaha yang akan dan/atau 
pengembangan usaha dilakukan penyandang disabilitas; dan 
b. memberikan keringanan biaya perizinan bagi usaha kecil yang 
dilakukan penyandang disabilitas. 
(5) Kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e 
ditujukan untuk: 
a. memberikan tempat usaha berupa lokasi di pasar, pusat 
perbelanjaan/mal, pertokoan, lokasi sentra industri, dan/atau lokasi 
lain bagi penyandang disabilitas untuk melakukan usahanya; 
b. memberikan prioritas penggunaan produk yang dihasilkan oleh 
penyandang disabilitas terutama dalam pengadaan barang yang 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan 
c. memberikan bantuan konsultasi dalam melakukan usaha. 
(6) Promosi dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, 
ditujukan untuk: 
a. memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan penyandang 
disabilitas ke tempat pemasaran; 
b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk yang 
dihasilkan penyandang disabilitas dari kabupaten/ kota di Sulawesi 
Selatan; 
c. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk 
dan desain usaha yang dihasilkan oleh pelaku usaha penyandang 
disabilitas. 
(7) Dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf  g 
ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, 
lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank 
dan/atau lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung 




(1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dan membangun kemitraan dalam 
rangka pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas dengan: 
a. Pemerintah Pusat;  
b. Pemerintah Provinsi;  
c. Lembaga kemasyarakatan; 
d. Perusahaan swasta; dan 
e. Kelompok masyarakat. 
(2) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan 





(1) Setiap pelaku usaha berkewajiban memberikan prioritas dalam 
pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan melalui pemberian   
CSR untuk program pemberdayaan dan kemandirian penyandang 
disabilitas. 
(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada 
pemberdayaan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, penyediaan 






Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan bantuan usaha 
bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, 
Pasal 28 diatur dengan Peraturan Bupati. 
 








(1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan hak dan kesempatan 
untuk memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. 
(2) Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan hak dan kesempatan 
untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan 
terjangkau. 
(3) Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan hak dan kesempatan 
secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan 








(1) Untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan untuk memperoleh 
layanan kesehatan yang bermutu bagi penyandang disabilitas, maka negara 
melalui Pemerintah Daerah: 
a. menyelenggarakan program, dan perawatan kesehatan gratis atau 
terjangkau, dengan jangkauan, kualitas dan standar yang sama dengan 
yang disediakan bagi umum, termasuk dalam bidang kesehatan seksual 
dan reproduksi serta program kesehatan publik berbasis 
kependudukan; 
b. menyediakan pelayanan kesehatan khusus sesuai dengan kebutuhan 
berdasarkan jenis dan derajat kedisabilitasan masing-masing, yang 
mencakup deteksi dini dan intervensi yang sesuai serta pelayanan yang 
dirancang untuk meminimalkan dan mencegah kedisabilitasan lebih 
lanjut, termasuk bagi anak-anak dan orang-orang lanjut usia;  
c. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan sedekat mungkin dengan 
domisili komunitas penyandang disabilitas, termasuk di wilayah 
terpencil; 
d. mewajibkan para profesional di bidang kesehatan untuk menyediakan 
perawatan dengan kualitas sama kepada penyandang disabilitas 
sebagaimana tersedia bagi orang lain, termasuk atas dasar persetujuan 
yang bebas dan diberitahukan dengan cara antara lain, meningkatkan 
kesadaran akan hak asasi manusia, martabat, kemandirian, dan 
kebutuhan penyandang disabilitas melalui pelatihan dan penerapan 
standar etika untuk layanan kesehatan pemerintah dan swasta;  
e. melarang segala bentuk diskriminasi atas dasar disabilitas dalam 
penyediaan asuransi kesehatan dan/atau asuransi jiwa, dimana 
asuransi tersebut harus tersedia secara adil, layak tanpa pensyaratan 
yang bersifat membatasi, mengurangi, menghambat, atau 
menghilangkan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh jaminan 
asuransi;  
f. mencegah penolakan diskriminatif atas dasar disabilitas untuk 
memperoleh layanan atau perawatan kesehatan atau makanan dan zat 
cair yang dibutuhkan penyandang disabilitas dalam memelihara atau 
meningkatkan derajat kesehatannya; dan 
g. memberikan fasilitas bantuan alat bantu khusus bagi penyandang 
disabilitas seperti kursi roda, prothese, peralatan orthotik, tongkat 
ketiak, canadian kruk, hearing aid dan lain-lain. 
 
Paragraf 2 




(1) Untuk mewujudkan derajat kesehatan setinggi-tingginya, maka penyandang 
disabilitas berhak memperoleh pelayanan dan menjadi bagian dari 
penyelenggaraan layanan kesehatan tanpa diskriminasi. 
(2) Dalam keadaan tertentu, penyandang disabilitas berhak memperoleh 
kemudahan dan/atau dispensasi dari pelayanan kesehatan  yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun swasta meliputi : 
a. kewajiban memiliki kartu kesehatan indonesia sehat; 
b. pelayanan administrasi, pemeriksaan, perawatan  dan lain-lain; 
c. penyediaan fasilitas kemudahan untuk keluar masuk, naik dan turun 
dari setiap unit layanan kesehatan; 
d. penyediaan aksesibilitas dan atau sistem kelembagaan disabilitas 
dalam mengakses layanan kesehatan; 
 
e. tersedianya personel yang dapat berkomunikasi dengan penyandang 
disabilitas untuk memperoleh layanan kesehatan secara mudah dan 
tepat; dan 
f. tersedianya petunjuk tertulis maupun lisan yang dirancang 
berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas sesuai dengan jenis 




(1) Setiap rumah sakit dan/atau Pusat Kesehatan Masyarakat yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit layanan 
deteksi dini dan intervensi preventif bagi penyandang disabilitas. 
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup juga 
penyediaan tenaga kesehatan maupun tenaga profesional serta peralatan 
kesehatan dan obat-obatan untuk menunjang pelaksanaan unit layanan 










Penyandang disabilitas berhak atas kegiatan keolahragaan yang sistematis 
untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, 
dan sosial setiap penyandang disabilitas yang dilakukan secara terencana, 
sistematis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi 
pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan, 




Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama untuk: 
a. melakukan kegiatan keolahragaan; 
b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;  
c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan 
bakat dan minatnya; 
d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan 
pengembangan dalam keolahragaan; 
e. menjadi pelaku keolahragaan; dan 
f. mengembangkan industri keolahragaan. 
 
Paragraf 2 




Ruang lingkup keolahragaan bagi penyandang disabilitas meliputi kegiatan: 
a. keolahragaan pendidikan;  
b. keolahragaan rekreasi; dan  







(1) Keolahragaan pendidikan diselenggarakan sebagai bagian proses 
pendidikan bagi penyandang disabilitas. 
(2) Keolahragaan pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal 
maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau 




(1) Keolahragaan rekreasi dilakukan sebagai bagian proses pemulihan 
kembali kesehatan dan kebugaran bagi penyandang disabilitas. 
(2) Keolahragaan rekreasi dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan 
pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi keolahragaan bagi 
penyandang disabilitas. 
(3) Keolahragaan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan: 
a. memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan; 
b. membangun hubungan sosial; dan/atau 





(1) Keolahragaan prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan 
kemampuan dan potensi olahragawan penyandang disabilitas dalam 
rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. 
(2) Keolahragaan prestasi dilakukan oleh setiap penyandang disabilitas yang 
memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi. 
(3) Keolahragaan prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan 
pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan 
dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. 
(4) Penyandang disabilitas berhak mengembangkan diri melalui: 
 
a. perkumpulan keolahragaan; 
b. pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
keolahragaan;  
c. sentra pembinaan olahraga prestasi;  
d. pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan;  
e. prasarana dan sarana keolahragaan prestasi;  
f. sistem pemanduan dan pengembangan bakat keolahragaan;  
g. sistem informasi keolahragaan; dan  
h. melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan pada tingkat 
daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan. 
 
(5) Untuk keselamatan dan kesehatan olahragawan penyandang disabilitas 
pada tiap penyelenggaraan, penyelenggara wajib menyediakan tenaga 






Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan keolahragaan 
bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diatur 






Paragraf  3 





Penyandang Disabilitas berhak atas ketersediaan prasarana dan sarana 
keolahragaan penyandang disabilitas sesuai dengan standar olahraga 








(1) Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, 
dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan 
olahraga penyandang disabilitas diberi penghargaan. 
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh 
Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau 
perseorangan. 
(3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, 
asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, 
kewarganegaraan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, 
atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima 
penghargaan. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan bentuk 
penghargaan serta pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana 








Penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan untuk 




(1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan hak dan kesempatan 
untuk: 
a. melakukan wisata berupa kunjungan ketempat tertentu untuk tujuan 
rekreasi, hiburan, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan 
daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara; 
b. melakukan usaha pariwisata; 
c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau 
d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan. 
(2) Setiap penyandang disabilitas dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar 
destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas: 
a. menjadi pekerja/buruh; 








Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas 
untuk terlibat dalam kegiatan budaya melalui : 
a. pembentukan sanggar seni dan budaya bagi penyandang disabilitas; 
b. pelatihan, peningkatan dan pengembangan potensi dan kreatifitas budaya 
penyandang disabilitas; 
c. pelibatan sanggar seni dan budaya penyandang disabilitas dalam event 
budaya dan pariwisata baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten; 
dan 
d. memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas yang 




Setiap wisatawan penyandang disabilitas berhak memperoleh: 
a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata; 
b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar; 
c. perlindungan hukum dan keamanan; 
d. pelayanan kesehatan; 
e. perlindungan hak pribadi; dan 




Setiap wisatawan penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan dan 




Setiap pengusaha pariwisata dari kalangan penyandang disabilitas berhak: 
a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang 
kepariwisataan; 
 
b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan; 
 
c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan 
 





Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi hak berwisata penyandang 
disabilitas: 
a. memberikan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang 
kepariwisataan; 
 
b. mendorong pengusaha dari kalangan penyandang disabilitas untuk 
menjadi anggota asosiasi kepariwisataan; 
 
c. memberikan perlindungan hukum dalam berusaha di bidang wisata; dan 
 












(1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan hak dan kesempatan 
untuk memperoleh pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat 
dan bebas diskriminasi. 
(2) Setiap penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan atau halangan 
tertentu dalam mengakses nilai kemanfaatan pelayanan publik secara 
optimal, wajar, bermartabat dan bebas diskriminasi berhak memperoleh 
perlakuan khusus dan/atau fasilitas khusus. 
(3) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup: 
a. hak untuk mendapat loket khusus; 
b. hak untuk mendapatkan pedampingan atau penerjemah; 
c. penyediaan pelaksana layanan dibekali kemampuan untuk 
berkomunikasi dengan disabilitas rungu dan disabilitas lainnya; 
d. berbagai kebijakan yang memihak dan peduli kepada penyandang 
disabilitas; dan 
e. mekanisme pelayanan yang mencakup prosedur pelayanan dan teknis 
pelayanan. 
(4) Fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup: 
a. kursi roda; 
b. aksesibilitas khususnya jalur landai yang menghubungkan semua unit 
layanan; 
c. penyediaan ekskalator landai; 
d. penyediaan handrail sepanjang ramp sebagaimana dimaksud huruf b; 
e. penyediaan huruf braille pada setiap instrument oprasional atau 
informasi; 
f. penyediaan piranti lunak bicara pada lift, anjungan disabilitasi mandiri 
atau fasilitas lain; 
g. penyediaan petunjuk running teks pada lift dan setiap unit layanan; 
h. ruang tunggu khusus penyandang disabilitas;  
i. tempat duduk khusus bagi penyandang disabilitas; 
j. toilet khusus untuk penyandang disabilitas; 
k. penyediaan parkir khusus bagi penyandang disabilitas; dan 
l. informasi melalui radio, website yang dilengkapi dengan teknologi screen 
reader yang memudahkan disabiltas netra. 
(5) Penyediaan perlakuan khusus atau fasilitas khusus sebagimana dimaksud 
pada ayat (3) dan ayat (4) wajib disediakan oleh penyelenggara pelayanan 




(1) Pemerintah daerah wajib menjamin bahwa penyandang disabilitas memiliki 
akses ke berbagai pelayanan publik. 
(2) Pelayanan publik yang dimaksud pada ayat (1) termasuk yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta. 
(3) Jaminan akses terhadap pelayanan yang dimaksud dalam ayat (1) agar 
penyandang disabilitas dapat hidup dan terlibat di dalam masyarakat serta 
untuk menghindari pengasingan atau pemisahan dari masyarakat. 
(4) Jaminan akses terhadap pelayanan yang dimaksud dalam ayat (1) 
dilaksanakan atas dasar kesetaraan dalam keberagaman bagi penyandang 






(1) Pemerintah Daerah wajib mengadakan, mengembangkan, 
menyebarluaskan, dan memantau pelaksanaan fasilitas bagi penyandang 
disabilitas dalam pelayanan publik. 
(2) Penyelenggara pelayanan publik wajib mengadakan panduan aksesibilitas 
terhadap fasilitas bagi penyandang disabilitas dalam pelayanan publik. 
(3) Penyelenggara pelayanan publik wajib memasukan panduan aksesibilitas 
terhadap fasilitas bagi penyandang disabilitas dalam kurikulum pelatihan 




Fasilitas bagi penyandang disabilitas yang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) 
termasuk: 
a. memberikan pendampingan, fasilitasi dan asistensi; 
b. menyediakan peminjaman kursi roda; 
c. menyediakan loket khusus bagi penyandang disabilitas yang aksesibel; 
d. mendahulukan penyandang disabilitas dari pengguna layanan lainnya; dan 





Loket yang aksesibel sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 huruf c 
antara lain: 
a. tanpa menggunakan penyekat antara penyedia layanan dan penyandang 
disabilitas yang mengakses layanan; 
b. mempergunakan meja layanan tinggi maksimal 80 cm; 
c. menyediakan kursi; dan 





Penyelenggara pelayanan publik wajib mengizinkan kendaraan yang digunakan 




(1) Dalam hal pelayanan publik memanfaatkan teknologi, Pemberi layanan 
wajib menyediakan teknologi yang aksesibel. 
(2) Teknologi yang aksesibel yang dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan 
fasilitas: 
a. audio; 
b. tanda timbul; 





Pemerintah daerah wajib menjamin bahwa sektor swasta yang menawarkan 
fasilitas dan layanan publik mempertimbangkan seluruh aspek aksesibilitas 









Dalam rangka penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pelayanan atas 
keadilan dan perlindungan hukum, maka penyandang disabilitas berhak: 
a. untuk hidup, tidak disiksa, memiliki kebebasan pribadi, pikiran dan hati 
nurani, bebas memeluk agama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi 
dan persamaan dihadapan hukum dan tidak dituntut atas dasar hukum 
yang berlaku surut yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan 
oleh siapapun; 
b. memperoleh perlindungan dari segala bentuk intervensi terhadap hak 
privasinya; 
c. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan dan 
umur penyandang disabilitas; 
d. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakukan lain yang kejam, 
tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabat penyandang 
disabilitas; 
e. memperoleh perlindungan dan keselamatan pada situasi berisiko dan 
darurat kemanusiaan; 
f. mendapat pengakuan yang sama dihadapan dengan hukum; 
g. akses terhadap keadilan; 
h. kebebasan dan keamanan penyandang disabilitas; 
i. mendapat perlindungan integritas yang dimiliki penyandang disabilitas; 
j. bebas dari eksploitasi, kekerasan, dan penganiayaan baik di dalam maupun 
di luar lingkungan rumahnya; 
k. bebas dari pengurangan, penghalangan, pembatasan, atau pencabutan hak 
hidup seseorang karena alasan disabilitas; 
l. bebas dari penyiksaan atau percobaan ilmiah terhadap penyandang 
disabilitas, termasuk atas janin yang masih berada di dalam kandungan 
ibunya yang menurut pemeriksaan medis di diagnosis mengalami 
disabilitas; 
m. memperoleh bantuan hukum secara efektif; 
n. memperoleh bantuan lain yang sesuai dengan kebutuhan khusus 
penyandang disabilitas; 
o. memperoleh perlakuan khusus dalam hal bantuan hukum dalam rangka 
perlindungan hukum; 
p. perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf o adalah segala 
bentuk perlakuan yang diberikan kepada penyandang disabilitas dalam 
segala bidang sesuai dengan kebutuhan kedisabilitasannya termasuk dalam 
bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan 
upaya hukum yang berlaku; 
q. mendapatkan kesempatan untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai 
subyek hukum; 
r. memilih dan menunjuk orang atau lembaga yang mewakili kepentingannya 
pada saat ia dinyatakan tidak cakap; 
s. memilih dan menunjuk orang atau lembaga yang mewakili kepentingannya 
melalui surat pernyataan dengan materai; 
t. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan 
penyandang disabilitas dan umur penyandang disabilitas; 
u. memperoleh pendampingan/penerjemah orang yang dipercaya penyandang 
disabilitas; 
v. memperoleh pelayanan kesehatan yang maksimal ketika dalam tahapan 
upaya hukum;  
 
w. memperoleh penyediaan aksesibilitas dan atau sistem kelembagaan 
disabilitas yang terkait dengan tugas dan fungsi pokok peradilan; 
x. memperoleh penempatan yang terpisah pada Lembaga Pemasyarakatan 
bagi penyandang disabilitas bermasalah hukum sesuai dengan usia; dan 





(1) Penyandang disabilitas berhak mendapatkan bantuan hukum dalam 
rangka memperoleh hak atas keadilan dan perlindungan hukum atas 
masalah hukum yang dialami penyandang disabilitas.  
(2) Pemerintah Daerah  memfasilitasi pemberian bantuan hukum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan layanan bantuan hukum 
bagi penyandang disabilitas bermasalah hukum. 
(4) Layanan bantuan hukum diberikan dalam tahapan penyidikan, 
penuntutan dan persidangan. 
(5) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh bantuan hukum dalam rangka 
memperoleh hak atas keadilan dan perlindungan hukum sebagaimana 








Setiap penyandang disabilitas dijamin haknya untuk bebas berekspresi dan 
berpendapat, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan 
informasi dan ide atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya melalui semua 
bentuk komunikasi sesuai pilihan mereka, meliputi: 
a. penyediaan informasi yang ditujukan untuk masyarakat umum kepada 
penyandang disabilitas dalam bentuk dan teknologi yang dapat dijangkau 
sesuai dengan berbagai jenis kedisabilitasan secara tepat waktu dan tanpa 
biaya tambahan; 
b. penerimaan dan fasilitas penggunaan bahasa isyarat, Braille, komunikasi 
augmentatif dan alternatif, dan semua cara, alat, dan bentuk komunikasi 
lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan penyandang 
disabilitas dalam interaksi resmi; 
c. kalangan swasta dan atau masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan 
publik, termasuk melalui internet, wajib menyediakan informasi dan 
layanan dalam bentuk yang dapat dijangkau dan digunakan oleh 
penyandang disabilitas; 
d. pengelola media massa, termasuk penyedia informasi melalui internet, 
wajib menyediakan fasilitas pada instrumen operasional mereka yang 
dapat dijangkau kemanfaatan, penikmatan, dan operasionalnya oleh 
penyandang disabilitas; dan 
e. bahasa isyarat yang dipergunakan oleh penyandang disabilitas dari 
kalangan disabilitas rungu diakui keberadaannya dan berkedudukan 
setara dengan bahasa pada umumnya termasuk pada bahasa Indonesia 




(1) Setiap penyandang disabilitas berhak: 
a. mendapatkan kemudahan akses informasi publik; 
b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum guna 
memperoleh informasi publik; 
c. mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan 
d. menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(2) Setiap penyandang disabilitas berhak mengajukan permintaan informasi 
publik disertai alasan permintaan tersebut kepada setiap badan 
penyelenggara pelayanan publik, baik pemerintah maupun non pemerintah. 
(3) Setiap penyandang disabilitas berhak mengajukan gugatan ke pengadilan 
apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau 
kegagalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
(4) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh informasi sebagaimana 











(1) Hak politik merupakan bagian dari hak asasi setiap penyandang disabilitas 
yang wajib dihormati, diberdayakan, dilindungi, ditegakkan dan dipenuhi 
oleh negara khususnya Pemerintah Daerah serta masyarakat. 
(2) Hak politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup: 
a. hak untuk menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;  
b. hak untuk memilih partai politik dan atau individu yang menjadi 
peserta dalam pemilihan umum; 
c. hak untuk menjadi bagian dari partai politik; 
d. hak untuk berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum  
dengan segala tahapan dan/atau bagian penyelenggaraannya; 
e. hak untuk memperoleh kemudahan dalam bentuk aksesibilitas dan 
sistem kelembagaan disabilitas pada sarana/prasarana 
penyelenggaraan Pemilihan Umum baik yang bersifat nasional maupun 
lokal; dan  




(1) Penyelenggara negara dan/atau masyarakat perlu menciptakan iklim yang 
kondusif bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri dan 
mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang 
dimilikinya untuk menikmati, berperan dan berkontribusi secara optimal, 
leluasa dan bermartabat dalam bidang politik. 
(2) Setiap pejabat yang berwenang, wajib menghapus atau mengenyampingkan 
semua peraturan atau kebijakan maupun kebiasaan dalam bidang politik 
yang bersifat membatasi, mengurangi, menghambat/mempersulit atau 




(1) Penggunaan dan perlindungan hak politik penyandang disabilitas berfungsi     
sebagai sarana: 
a. pendidikan politik bagi penyelenggara negara dan masyarakat agar 
dapat menyadari bahwa keterbatasan yang dialami oleh penyandang 
disabilitas bukan dan tidak boleh menjadi sebab atau alasan oleh 
siapapun untuk mengurangi, membatasi, mempersulit, menghalangi 
atau menghilangkan hak penyandang disabilitas untuk menikmati, 
berperan atau berkontribusi secara optimal, wajar dan bermartabat 
dalam bidang politik; 
b. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik dari komunitas 
atau konstituennya  untuk didedikasikan dalam penyusunan peraturan 
atau kebijakan publik; 
c. peningkatan kualitas penyelenggaraan sistem politik nasional yang adil 
dan demokratis; 
d. upaya percepatan pembangunan dan kemajuan penyandang disabilitas; 
dan 
e. mendorong bidang kehidupan lain untuk diperlakukan secara wajar, 
bermartabat dan bebas diskriminasi. 
(2) Dalam hal pelayanan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c dan huruf d, penyelenggara Pemilihan Umum ditingkat 
kabupaten/ kota, wajib menyediakan aksesibilitas dan sistem kelembagaan 
disabilitas yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum yang adil, aksesibel dan 
bermartabat bagi penyandang disabilitas. 
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan upaya untuk 
menghilangkan setiap hambatan/kesulitan dan gangguan bagi penyandang 
disabilitas dalam menggunakan hak politiknya pada semua tahapan 
penyelenggaraan Pemilihan Umum. 
(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan hal yang 
bersifat melekat pada penyelenggara Pemilihan Umum sehingga kewajiban 
tersebut tidak dapat dikesampingkan sekalipun tidak diatur secara 





Untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang 
disabilitas dalam bidang politik, penyelenggara Pemilihan Umum ditingkat 
daerah wajib membuat dan mengeluarkan peraturan dengan materi muatan: 
a. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan bahan-bahan pemilihan 
bersifat layak, dapat diakses serta mudah dipahami dan digunakan;  
b. melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih dan atau dipilih; 
c. melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih secara rahasia 
dalam pemilihan umum maupun referendum secara umum tanpa 
intimidasi, eksploitasi, dan memanipulasi; 
d. jaminan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk menduduki 
jabatan serta melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat 
pemerintahan; 
e. menyediakan aksesibitas dan sistem kelembagaan disabilitas maupun 
pemanfaatan penggunaan teknologi baru yang dapat membantu 
kemudahan proses penikmatan, peran dan kontribusi dalam bidang politik; 
dan 
f. menjamin kebebasan berekspresi dan keinginan penyandang disabilitas 





Dalam hal penyandang disabilitas dapat mengembangkan diri atau 
mendayagunakan segala kemampuan sesuai bakat dan minat untuk 
menikmati, berkontribusi, berperan secara aktif memajukan lingkungan dalam 
pelaksanaan urusan publik tanpa diskriminasi dan atas dasar kesetaraan 
dengan yang lainnya serta mendorong partisipasi mereka dalam urusan publik, 
mencakup:  
a. partisipasi dalam organisasi non-pemerintah dan asosiasi yang berkaitan 
dengan kehidupan publik dan politik negara serta dalam kegiatan dan 
administrasi partai politik;  
b. membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas untuk 
mewakili penyandang disabilitas di tingkat internasional, nasional, regional, 
dan lokal.  
 
Paragraf  2 




Untuk mewujudkan bentuk penghormatan, pemajuan, perlindungan, 
pemberdayaan, penegakan, dan pelayanan penyandang disabilitas secara 
maksimal dalam bidang politik maka penyelenggara Pemilihan Umum harus 
menyediakan aksesibilitas dan sistem kelembagaan disabilitas sesuai jenis dan 







Setiap penyandang disabilitas bebas memeluk agamanya masing-masing dan 




Setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh penyediaan fasilitas 
kemudahan untuk keluar masuk, naik dan turun dari pelaksanaan ibadah 




Setiap penyandang disabilitas berhak atas kitab suci yang dibuat dengan 








(1) Setiap penyelenggaraan perumahan, wajib mengikutsertakan unsur 
ketersediaan aksesibilitas dan atau sistem kelembagaan disabilitas demi 
memudahkan penyandang disabilitas mengakses nilai kemanfaatan 
perumahan secara optimal, wajar, dan bermartabat. 
(2) Pemerintah Daerah wajib memberikan dukungan dan pengarahan bagi 
penyediaan aksesibilitas dan sistem kelembagaan disabilitas sebagai bentuk 
pengakomodasian yang layak atas kebutuhan dan kepentingan penyandang 
disabilitas dalam penyelenggaraan perumahan. dan 
(3) Pemerintah Daerah mewajibkan perusahaan pengembang milik pemerintah 
memberikan quota 3 % (tiga perseratus) dari jumlah rumah yang dibangun 
kepada penyandang disabilitas yang belum memiliki rumah. 
(4) Pemerintah Daerah mewajibkan perusahaan pengembang milik swasta 
memberikan quota 1 % (satu perseratus) dari jumlah rumah yang dibangun 
kepada penyandang disabilitas yang belum memiliki rumah. 
(5) Pemberian bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 
ayat (4) dilakukan dengan cara kredit dengan uang muka rendah dan 
angsuran yang ringan. 
(6) Tata cara penyediaan aksesibilitas dan atau sistem kelembagaan disabilitas 
















Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 72, disediakan pada setiap penyelenggaraan bangunan gedung maupun 
sarana dan prasarana umum meliputi: 
a. aksesibilitas pada bangunan/gedung umum; 
b. aksesibilitas pada jalan umum maupun khusus; 
c. aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum;  
d. aksesibilitas pada pelabuhan dan bandar udara; 
e. aksesibilitas pada transportasi umum; 
f. aksesibilitas pada pusat perbelanjaan dan perkantoran; 
g. aksesibilitas pada layanan perbankan dan jasa keuangan lainnya; 
h. aksesibilitas pada rumah sakit,  dan layanan medis lainnya; 
i. aksesibilitas pada layanan pendidikan dan kebudayaan;  
j. aksesibilitas pada sarana dan prasarana peribadatan; dan 




Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 
huruf a, meliputi: 
a. penyediaan aksesibilitas untuk ke, dari dan di dalam bangunan/gedung; 
b. penyediaan aksesibilitas untuk naik dan turun pada bangunan bertingkat 
dengan lift atau ekskalator landai; 
c. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari tempat naik turun penumpang; 
d. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari tempat makan dan minum; 
e. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari tempat fasilitas informasi dan 
komunikasi; 
f. penyediaan aksesibilitas untuk pada peringatan darurat; 
g. penyediaan aksesibilitas untuk pada tanda-tanda dan signal;  
h. penyediaan ruang tunggu khusus penyandang disabilitas; 
i. penyediaan Toilet khusus; 
j. penyediaan Parkir khusus;  
k. penyediaan fasilitas keselamatan, keamanan dan kenyamanan; 
l. penyediaan pedestrian dan pagar pengaman pada tangga, lubang besar, 
atau tepian lantai yang mencorok; dan 







Aksesibilitas pada jalan umum maupun khusus sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 73 huruf b, meliputi: 
a. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari jalan yang bersangkutan; 
b. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari ketempat pemberhentian 
kendaraan; 
c. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari jembatan penyeberangan; 
d. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari jalur penyeberangan bagi 
pejalan kaki; 
e. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari naik turun penumpang; 
f. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari terminal antara kendaraan 
dengan terminal/stasiun;  
g. penyediaan aksesibilitas untuk pada tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau 
marka jalan; 
h. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan pada trotoar serta pelarangan segala 
penghalang seperti pohon, tiang pancang dan lain-lain; 
i. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari terowongan penyeberangan;  
j. penyediaan tanda bunyi pada setiap lampu lalu lintas; 
k. penyediaan fasilitas keselamatan, keamanan dan kenyamanan;  
l. penyediaan pedestrian dan pagar pengaman pada tangga, lubang besar, 
atau tepian lantai yang mencorok; dan 




Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 73 huruf c, meliputi: 
a. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari di dalam pertamanan dan ke 
atau dari pemakaman umum; 
b. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari naik turun penumpang; 
c. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari tempat duduk/istirahat; 
d. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari tempat makan dan minum; 
e. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari tempat fasilitas informasi dan 
komunikasi;  
f. penyediaan toilet khusus; 
g. penyediaan parkir khusus; 
h. penyediaan fasilitas keselamatan, keamanan dan kenyamanan; 
i. penyediaan pedestrian dan pagar pengaman pada tangga, lubang besar, 
atau tepian lantai yang mencorok; dan  
j. setiap selokan pada bagian pertamanan atau pemakanan umum, harus 




Aksesibilitas pada pelabuhan dan bandar udara sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 73 huruf d, sekurang-kurangnya meliputi: 
a. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari antara pelabuhan dan bandar 
udara dengan kapal atau pesawat;  
b. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari tempat naik turun penumpang; 
c. penyediaan ruang tunggu khusus penyandang disabilitas; 
d. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari tempat duduk dan ruang 
tunggu; 
e. penyediaan aksesibilitas untuk naik dan turun pada bangunan bertingkat 
dengan lift atau ekskalator landai; 
f. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari tempat makan dan minum; 
g. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari tempat fasilitas informasi dan 
komunikasi serta check in;  
h. penyediaan toilet khusus; 
i. penyediaan parkir khusus; 
j. akses pada  tanda-tanda dan signal; 
k. penyediaan fasilitas keselamatan, keamanan dan kenyamanan; 
k. penyediaan pedestrian dan pagar pengaman pada tangga, lubang besar, 
atau tepian lantai yang mencorok;dan  





Aksesibilitas pada transportasi umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 
huruf e, meliputi: 
a. penyediaan aksesibilitas untuk naik atau turun dari peron atau halte; 
b. penyediaan aksesibilitas untuk naik dan atau turun dari kendaraan umum 
atau kereta api atau angkutan umum lainnya; 
c. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari tempat makan, minum dan 
hiburan;  
d. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari tempat fasilitas informasi dan 
komunikasi;   
e. penyediaan aksesibilitas untuk pada tanda-tanda dan signal;  
f. penyediaan ruang tunggu khusus penyandang disabilitas; 
g. penyediaan tempat duduk khusus;  
h. penyediaan toilet khusus; 
i. penyediaan parkir khusus; 
j. penyediaan fasilitas keselamatan, keamanan dan kenyamanan; 
l. penyediaan pedestrian dan pagar pengaman pada tangga, lubang besar, 
atau tepian lantai yang mencorok; dan  





Aksesibilitas pada pusat perbelanjaan dan perkantoran sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 73 huruf f, meliputi: 
a. penyediaan aksesibilitas untuk naik dan turun pada bangunan bertingkat 
dengan lift atau ekskalator landai; 
b. penyediaan aksesibilitas untuk masuk dan keluar dari setiap bagian 
pelayanan; 
c. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari tempat makan, minum dan 
hiburan; 
d. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari tempat fasilitas informasi dan 
komunikasi;   
e. penyediaan aksesibilitas untuk pada tanda-tanda dan signal;  
f. penyediaan tempat duduk atau beristirahat khusus;  
g. penyediaan toilet khusus; 
h. penyediaan parkir khusus; 
i. penyediaan fasilitas keselamatan, keamanan dan kenyamanan. 
m. penyediaan pedestrian dan pagar pengaman pada tangga, lubang besar, 
atau tepian lantai yang mencorok;dan  







Aksesibilitas pada perbankan dan jasa keuangan lainnya sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 73 huruf g, meliputi: 
a. penyediaan aksesibilitas untuk naik dan turun pada bangunan bertingkat 
dengan lift atau ekskalator landai; 
b. penyediaan aksesibilitas untuk masuk dan keluar dari setiap bagian 
pelayanan; 
c. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari anjungan disabilitasi mandiri 
serta penyediaan piranti lunak bicara; 
d. penyediaan aksesibilitas untuk pada setiap jenis produk perbankan atau 
jasa keuangan; 
e. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari tempat fasilitas informasi dan 
komunikasi; 
f. penyediaan aksesibilitas untuk pada tanda-tanda dan signal; 
g. penyediaan tempat duduk atau beristirahat khusus; 
h. penyediaan toilet khusus; 
i. penyediaan parkir khusus; 
j. penyediaan fasilitas keselamatan, keamanan dan kenyamanan; 
k. penyediaan pedestrian dan pagar pengaman pada tangga, lubang besar, 
atau tepian lantai yang mencorok;dan  





Aksesibilitas pada rumah sakit dan layanan medis lainnya sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 73 huruf h, meliputi: 
a. penyediaan aksesibilitas untuk naik dan turun pada bangunan bertingkat 
dengan lift atau ekskalator landai; 
b. penyediaan aksesibilitas untuk masuk dan keluar dari setiap bagian 
pelayanan; 
c. penyediaan aksesibilitas untuk naik atau turun dari tempat tidur; 
d. penyediaan aksesibilitas untuk naik atau turun dari Ambulans; 
e. penyediaan tempat duduk atau beristirahat khusus; 
f. penyediaan toilet khusus; 
g. penyediaan parkir khusus; 
h. akses ke dan dari tempat fasilitas informasi dan komunikasi;   
i. akses pada tanda-tanda dan signal;  
j. penyediaan fasilitas keselamatan, keamanan dan kenyamanan; 
k. penyediaan pedestrian dan pagar pengaman pada tangga, lubang besar, 
atau tepian lantai yang mencorok;dan  
l. setiap selokan pada bagian rumah sakit dan layanan medis lainnya, harus 




Aksesibilitas pada pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 73 huruf i, meliputi: 
a. penyediaan aksesibilitas untuk naik dan turun pada bangunan bertingkat 
dengan lift atau ekskalator landai; 
b. penyediaan aksesibilitas untuk masuk dan keluar dari setiap ruang kelas 
atau ruang lainnya; 
c. penyediaan aksesibilitas untuk untuk membaca dan mengetahui media 
pengajaran dan pembelajaran; 
d. penyediaan tempat duduk atau beristirahat khusus; 
e. penyediaan toilet khusus; 
f. penyediaan parkir khusus; 
g. akses ke dan dari tempat fasilitas informasi dan komunikasi;   
h. akses pada tanda-tanda dan signal;  
i. penyediaan fasilitas keselamatan, keamanan dan kenyamanan; 
j. penyediaan pedestrian dan pagar pengaman pada tangga, lubang besar, 
atau tepian lantai yang mencorok;dan  





Aksesibilitas pada pada sarana dan prasarana peribadatan sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 73 huruf j, meliputi: 
a. penyediaan aksesibilitas untuk naik dan turun pada bangunan peribadatan 
bertingkat dengan lift atau ekskalator landai; 
b. penyediaan aksesibilitas untuk masuk dan keluar dari setiap ruang 
peribadatan atau ruang lainnya; 
c. penyediaan aksesibilitas untuk untuk membaca dan mengetahui media 
peribadatan; 
d. penyediaan tempat duduk atau beristirahat khusus; 
e. penyediaan tempat duduk untuk berwudlu; 
f. penyediaan toilet khusus; 
g. penyediaan parkir khusus; 
h. akses ke dan dari tempat fasilitas informasi dan komunikasi;   
i. akses pada tanda-tanda dan signal;  
j. penyediaan fasilitas keselamatan, keamanan dan kenyamanan; 
k. penyediaan pedestrian dan pagar pengaman pada tangga, lubang besar, 
atau tepian lantai yang mencorok; dan  








Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 72, disediakan pada setiap penyelenggaraan pelayanan publik 
sekurang-kurangnya pada: 
a. informasi; 
b. pelayanan;  
c. operasional; 
d. regulasi; 
e. sistem;  
f. rancangan; dan 




(1) Penyediaan aksesibilitas dalam bidang informasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 84 huruf a, merupakan rangkaian upaya untuk 
mengakomodasi kepentingan penyandang disabilitas pada setiap informasi 
dari penyelenggaraan atau pelaksanaan pelayanan publik yang senantiasa 
dibuat dan disediakan dengan cara sedemikian rupa, hingga 
memungkinkan penyandang disabilitas dapat membaca, mengetahui, atau 
memahami materi informasi dimaksud tanpa hambatan dan tanpa 
diskriminasi. 
(2) Penyediaan aksesibilitas dalam bidang informasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dapat berupa: 
a. pembuatan informasi dalam edisi huruf braille; 
b. penayangan informasi melalui multimedia; 
c. penyampaian informasi melalui sistem audio; dan 




(1) Penyediaan aksesibilitas dalam bidang pelayanan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 84 huruf b, merupakan rangkaian upaya untuk 
mengakomodasi kepentingan penyandang disabilitas dalam bidang 
pelayanan yang senantiasa bersifat koperatif, konstruktif dan mendukung 
atau memihak penghormatan, perlindungan dan pelayanan penyandang 
disabilitas secara maksimal, bermartabat, tanpa hambatan dan tanpa 
diskriminasi. 
(2) Penyediaan aksesibilitas dalam bidang pelayanan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dapat berupa: 
a. mendahulukan penyandang disabilitas dari pengguna layanan lainnya; 
b. memberikan bantuan supervisi dan fasilitasi; 
c. memberikan tarif atau diskon khusus; 
d. memberikan purna jual penuh; dan 




(1) Penyediaan aksesibilitas dalam bidang operasional sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 84 huruf c, merupakan rangkaian upaya untuk 
mengakomodasi kepentingan penyandang disabilitas sedemikian rupa, 
dimana sistem operasional atas segala fasilitas publik, dapat digunakan, 
diproses atau dikendalikan oleh penyandang disabilitas tanpa hambatan 
dan tanpa diskriminasi. 
(2) Penyediaan aksesibilitas dalam bidang operasional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dapat berupa: 
a. penyediaan piranti lunak atau piranti keras sedemikian rupa pada 
fasilitas publik, sehingga dapat dioperasikan oleh penyandang 
disabilitas; 
b. penyediaan tombol atau instrumen pengendalian sedemikian rupa pada 
sistem operasional fasilitas publik yang akses bagi penyandang 
disabilitas; dan  
c. penyediaan perangkat audio dan atau visual pada sistem operasional 




(1) Penyediaan aksesibilitas dalam bidang regulasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 84 huruf d, merupakan rangkaian upaya untuk 
mengakomodasi kepentingan penyandang disabilitas dalam bidang regulasi 
dari penyelenggaraan pelayanan publik yang senantiasa bersifat kooperatif, 
konstruktif dan mendukung penghormatan, perlindungan dan pelayanan 
penyandang disabilitas secara maksimal, bermartabat, tanpa hambatan dan 
tanpa diskriminasi. 
(2) Penyediaan aksesibilitas dalam bidang regulasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dapat berupa: 
a. fleksibilitas; 




Penyediaan aksesibilitas terhadap sistem sebagaimana dimaksud dalam    
Pasal 84 huruf e, merupakan rangkaian upaya untuk membangun sistem 
pelayanan publik yang ditata sedemikian rupa dengan mengakomodasi 
kepentingan penyandang disabilitas sebagai bagian yang tak terpisahkan dari 




(1) Penyediaan aksesibilitas dalam bidang perancangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 84 huruf f, merupakan rangkaian upaya untuk 
mengakomodasi kepentingan penyandang disabilitas dalam bidang 
perancangan atas semua instrumen pelayanan publik yang senantiasa 
bersifat koperatif, konstruktif dan mendukung atau memihak 
penghormatan, perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas secara 
maksimal, bermartabat, tanpa hambatan dan tanpa diskriminasi. 
(2) Penyediaan aksesibilitas dalam bidang rancangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dapat berupa: 
a. perancangan yang tidak mengandung unsur kesulitan atau hambatan 
bagi penyandang disabilitas dalam memanfaatkan atau menikmati 
pelayanan publik; 
b. perancangan yang tidak mengandung pembatasan atau pengurangan 
kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam memanfaatkan atau 
menikmati pelayanan publik; dan 
c. perancangan yang tidak mengandung pelemahan atau pelecehan bagi 





(1) Pemberian tarif atau diskon khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 
ayat (2) huruf c, merupakan rangkaian upaya untuk mengakomodasi akses 
kepentingan penyandang disabilitas dalam kemudahan dan keringanan 
pembiayaan pembelian barang dan atau jasa. 
(2) Tarif atau diskon khusus adalah keringanan biaya atau potongan biaya 
yang didapatkan oleh penyandang disabilitas. 
(3) Tarif atau diskon khusus diberikan kepada penyandang disabilitas yang 
memiliki Kartu Tanda Disabilitas (KTD). 
(4) Keringanan pembiayaan yang dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk 
berbagai pelayanan dan fasilitas dengan tujuan agar penyandang disabilitas 




(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tarif atau diskon khusus dalam 
pelayanan publik. 
(2) Pihak swasta dapat memberikan tarif atau diskon khusus dalam bentuk 
program dan layanan yang bekaitan dengan bidang bisnisnya. 
(3) Pemberian tarif atau diskon khusus bagi Penyandang Disabilitas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:  
a. tarif atau diskon khusus untuk transportasi massal darat, sungai, laut, 
dan udara milik pemerintah maupun swasta nasional; 
b. tarif atau diskon khusus untuk harga sewa perumahan milik Negara; 
c. tarif atau diskon khusus untuk berbagai sarana rekreasi dan pariwisata 
yang dikelola oleh Pemerintah; 
d. pembebasan biaya parkir di tempat parkir khusus disabilitas; 
e. tarif atau diskon khusus untuk perguruan tinggi; 
f. tarif atau diskon khusus untuk tempat parkir umum; dan 




Pemerintah Daerah mendorong pihak swasta untuk memberikan tarif atau 
diskon khusus bagi Penyandang disabilitas, antara lain: 
a. tarif atau diskon khusus pada tempat wisata, hiburan, dan rekreasi; 
b. tarif atau diskon khusus pada restaurant dan tempat makan lainnya; 
c. tarif atau diskon khusus pada toko dan supermarket; 
d. tarif atau diskon khusus pada hotel dan penginapan; dan 
e. dan berbagai bentuk keringanan lainnya. 
 
Paragraf  3 




Sistem kelembagaan disabilitas, sekurang-kurangnya meliputi: 
a. instrumen komunikasi; 
b. akomodasi yang wajar dan layak; 
c. desain universal; dan  




(1) Instrumen komunikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 94 huruf a 
mencakup: 
a. bahasa; 
b. tayangan teks; 
c. huruf braille; 
d. komunikasi tanda timbul; 
e. cetak besar; dan 




(1) Akomodasi yang wajar dan layak sebagaimana dimaksud pada pasal 94 
huruf b, merupakan upaya modifikasi suatu instrumen dan atau keadaan 
yang bersifat umum, kemudian disesuaikan dengan kondisi kebutuhan 
penyandang disabilitas guna menjamin penikmatan atau pelaksanaan 
semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar penyandang disabilitas 
berdasarkan asas kesetaraan tanpa hambatan dan tanpa diskriminasi. 
(2) Akomodasi yang wajar dan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat mencakup: 
a. regulasi; 
b. sistem atau cara; 
c. perlakuan; 





(1) Desain universal sebagaimana dimaksud pada pasal 94 huruf c, meliputi 
desain produk, lingkungan, program dan pelayanan yang dapat digunakan 
oleh semua orang dengan semaksimal mungkin, tanpa memerlukan suatu 
adaptasi atau desain khusus “desain universal” tanpa mengecualikan alat 
bantu bagi kelompok penyandang disabilitas tertentu pada saat diperlukan.  
Pasal 98 
 
(1) Asisten perorangan sebagaimana dimaksud pada pasal 94 huruf d, 
merupakan orang yang membaktikan diri untuk membantu, mendampingi, 
memfasilitasi penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan tertentu 
sebagai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesulitan tersebut 
sehingga penyandang disabilitas dapat mengembangkan diri, dan 
mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang 
dimilikinya untuk menikmati, berperan dan berkontribusi secara optimal, 
leluasa dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, 
bernegara dan bermasyarakat.  
(2) Asisten perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya meliputi: 
a. pendamping atau pemandu; 
b. pembaca; 
c. penerjemah; dan 
d. tenaga professional;  
(4) Asisten perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa 




HABILITASI DAN REHABILITASI 
 
Bagian Kesatu 









Habilitasi dan rehabilitasi berfungsi sebagai: 
a. tempat pendidikan dan pelatihan ; 
b. tempat antara/transisi dalam kondisi disabilitasnya; dan 




Prinsip Pelaksanaan habilitasi dan rehabilitasi antara lain : 
a. mengakui, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas 
sesuai dengan undang-undang ini; 
 
b. menjadikan penyandang disabilitas mampu hidup mandiri dan inklusif 
dengan masyarakat; 
 
c. lebih mengutamakan habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat; 
 
d. memprioritaskan untuk Penyandang disabilitas tetap tinggal dirumah 
sendiri; dan 
 
e. dilakukan sejak dini dengan melibatkan penyandang disabilitas dan 







(1) Penanganan habilitasi dan rehabilitasi penyandang disabilitas dilakukan 
dalam bentuk antara lain: 
a. habilitasi dan rehabilitas berbasis masyarakat: 
1) day care; dan 
2) home care. 
b. sarana habilitas dan rehabilitas berasrama. 
(2) Day care yang dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 diberikan dengan 
cara penyandang disabilitas tetap tinggal di rumah masing-masing dan 
mendatangi langsung pusat layanan. 
(3) Home care yang dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 diberikan dengan 
cara penyandang disabilitas tetap tinggal di rumahnya dan petugas pemberi 
layanan mendatangi langsung penyandang disabilitas di rumahnya; 
(4) Layanan home care diberikan kepada penyandang disabilitas yang karena 
kondisi disabilitasnya tidak memungkinkan melakukan aktivitas diluar 
rumah. 
(5) Sarana habilitasi dan rehabilitasi berasrama yang dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, dilakukan dengan cara penyandang disabilitas tinggal di asrama 




(1) Layanan habilitasi dan rehabilitasi dilarang untuk membatasi ruang gerak 
penyandang disabilitas yang menggunakan fasilitas tersebut. 
(2) Layanan habilitasi dan rehabilitasi wajib mendorong penyandang disabilitas 
untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar. 
(3) Layanan habilitasi dan rehabilitasi wajib memberikan pelatihan dasar yang 
dibutuhkan bagi penyandang disabilitas pengguna layanan. 
(4) Layanan habilitasi dan rehabilitasi wajib memberikan pendidikan dan 
pelatihan kepada penyandang disabilitas bersangkutan dan keluarganya 
serta lingkungan sekitar. 
(5) Layanan habilitasi dan rehabilitasi wajib memberikan pelatihan mengenai 
penghormatan, perlindungan, dan pelayanan-hak penyandang disabilitas 
kepada para pengurus dan pemberi layanan. 
(6) Dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ayat (1) dapat melibatkan 
masyarakat. 
(7) Layanan habilitasi dan rehabilitasi wajib memberikan pengobatan dan 
perawatan kesehatan yang memadai kepada penyandang disabilitas 
penerima layanan yang memerlukan. 
(8) Pengobatan dan perawatan kesehatan yang dimaksud pada ayat (7) 





(1) Penyandang disabilitas berhak atas Penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 
(2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diprioritaskan kepada penyandang disabilitas yang mengalami kehidupan 





d. kedisabilitasan sosial dan penyimpangan perilaku; 
e. korban bencana; dan/atau 






(1) Penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, sekurang-
kurangnya mencakup upaya penggalangan yang diarahkan untuk 
menghimpun informasi serta menelusuri guna menemukan dan mengajak 
penyandang disabilitas yang mengalami kerentanan dan atau 
keterbelakangan agar dapat mengikuti upaya penggalian, pengembangan 
dan pembinaan. 
(2) Upaya penggalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
pemerintah dan pemerintah daerah dan/atau masyarakat meliputi: 
a. penghimpunan database melalui penelitian/riset tentang keberadaan 
penyandang disabilitas; 
b. penelusuran untuk menemukan dan pengajakan dengan sedemikian 
rupa terhadap penyandang disabilitas yang mengalami kerentanan atau 





(1) Penyelenggaraan rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas, dapat 
dilaksanakan secara persuasif dan motivatif  baik dalam keluarga, 
masyarakat maupun panti sosial. 
(2) Penyelenggaraan rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk: 
a. motivasi dan diagnosis psikososial; 
b. perawatan dan pengasuhan; 
c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; 
d. bimbingan mental spiritual; 
e. bimbingan fisik; 
f. bimbingan sosial dan konseling psikososial; 
g. pelayanan aksesibilitas; 
h. bantuan dan asistensi sosial; 
i. bimbingan resosialisasi; 




BAB VIII  






(1) Jaminan sosial dapat diberikan kepada penyandang disabilitas yang 
mengalami: 
a. kefakiran dan kemiskinan;  
b. yatim piatu yang terlantar; dan 
c. lanjut usia yang terlantar. 
(2) Bentuk jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 









(1) Penyelenggaraan pelayanan terhadap penyandang disabilitas perempuan 
dan penyandang disabilitas anak dilakukan secara terpadu oleh Pusat 
Pelayanan Terpadu (PPT). 
(2) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima dan mengirim 
rujukan kasus dari unit pelayanan lainnya secara berjejaring. 
(3) Penyelenggaraan pelayanan terhadap penyandang disabilitas perempuan 
dan penyandang disabilitas anak dilaksanakan dengan: 
a. cepat; 
b. aman dan nyaman; 
c. rasa empati; 
d. non diskriminasi; 
e. mudah dijangkau; 
f. tidak dikenakan biaya;  
g. dijamin kerahasiaannya; dan 
h. aksesibel. 
(3) Penyelenggaraan pelayanan  terhadap penyandang disabilitas perempuan 
dan penyandang disabilitas  anak diberikan dengan melakukan konsultasi 




Bentuk pelayanan terhadap penyandang disabilitas perempuan dan 
penyandang disabilitas anak meliputi: 
a. pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling; 
b. pelayanan pendampingan; 
c. pelayanan kesehatan, berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik 
yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik penyandang disabilitas 
perempuan dan penyandang disabilitas anak yang dilakukan oleh tenaga 
medis dan paramedis; 
d. pelayanan rehabilitasi sosial; 
e. pelayanan hukum untuk membantu penyandang disabilitas perempuan 
dan penyandang disabilitas anak dalam menjalani proses peradilan; dan 
f. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial untuk mengembalikan 
penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak ke 







(1) Pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas dimaksudkan untuk: 
a. memberdayakan penyandang disabilitas, keluarga, dan kelompok, yang 
mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi 
kebutuhannya secara mandiri. 
b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau penyandang disabilitas 
sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan 
sosial. 
(2) Pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan melalui: 
a. peningkatan kemauan dan kemampuan penyandang disabilitas; 
b. penggalian potensi dan sumber daya penyandang disabilitas; 
c. penggalian nilai dasar yang dapat menjadi sumber inspirasi bagi 
kemajuan penyandang disabilitas; 
d. pemberian akses seluas-luasnya kepada penyandang disabilitas untuk 
menikmati, berperan, dan berkontribusi secara optimal, leluasa dan 
bermartabat  dalam kehidupan sosial; dan 
e. pemberian bantuan usaha bagi penyandang disabilitas untuk 
mengembangkan usaha ekonomi guna mendapatkan tingkat 
penghasilan dan kesejahteraan yang lebih baik. 
(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 
bentuk: 
a. diagnosis dan pemberian motivasi; 
b. pelatihan keterampilan; 
c. pendampingan; 
d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha; 
e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha; 
f. supervisi dan advokasi sosial; 
g. penguatan kelembagaan penyandang disabilitas; 
h. kemitraan dan penggalangan dana;  
i. penguatan keserasian sosial; 
j. penataan lingkungan; dan/atau 




(1) Bentuk pemberdayaan penyandang disabilitas perempuan dan penyandang 
disabilitas anak meliputi: 
a. pelatihan kerja; 
b. usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama; dan 
c. bantuan permodalan khusus bagi penyandang disabilitas perempuan 
dewasa. 
(2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 
a. pemagangan; 
b. pelatihan sebelum penempatan; dan 
c. praktek kerja lapangan. 
(3) Usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi penyandang disabilitas 
perempuan dewasa meliputi: 
a. pelatihan keterampilan wirausaha; 
b. fasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama; dan 
c. pendampingan pelaksanaan usaha. 
(4) Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
meliputi: 
a. bantuan sarana dan prasarana kerja; dan 
b. fasilitasi bantuan modal kerja. 
(5) Pemerintah daerah wajib mempromosikan hasil usaha ekonomi produktif 







(1) Perlindungan sosial kepada penyandang disabilitas dimaksudkan untuk 
mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial 
penyandang disabilitas, keluarga, dan kelompok, agar kelangsungan 
hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar. 
(2) Perlindungan sosial kepada penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan melalui: 
a. bantuan sosial; 
b. advokasi sosial; dan 




(1) Bantuan sosial dimaksudkan agar penyandang disabilitas, keluarga, dan 
kelompok, yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial, mampu 
melangsungkan hidup secara produktif dengan upaya mengarahkan, 
mendorong dan menstimulasi penyandang disabilitas agar dapat berusaha 
meningkatkan taraf kesejahteraannya secara mandiri, wajar dan optimal. 
(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara 
dan/atau berkelanjutan dalam bentuk: 
a. bantuan langsung; 
b. penyediaan aksesibilitas dan atau sistem kelembagaan disabilitas; dan 
c. penguatan kelembagaan. 
(3) Jenis bantuan sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a , 
meliputi bantuan natura berupa dana, fasilitas fisik, peralatan, bahan, 
untuk kegiatan usaha. 
(4) Jenis bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi 
alat-alat bantu khusus untuk orientasi dan mobilitas, berbagai instrumen 
untuk mengoptimalkan kontribusi dan peran penyandang disabilitas dalam 
segala aspek kehidupan dan penghidupan. 
(5) Sejenis bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat 
berupa bantuan non natura berupa kebijaksanaan, dispensasi, pelayanan 
dan segala bentuk dukungan yang konstruktif kepada penyandang 





(1) Bantuan sosial yang bersifat sementara, diberikan secara tidak tetap 
kepada penyandang disabilitas dengan derajat keterbatasan mampu didik 
dan mampu latih dengan syarat: 
b. dari keluarga  tidak mampu secara ekonomi, sedang atau telah 
mengikuti program rehabilitasi tetapi belum memiliki keterampilan serta 
tidak mempunyai penghasilan yang memadai; 
c. dari keluarga tidak mampu secara ekonomi, tidak/belum pernah 
mengikuti program rehabilitasi tetapi mempunyai keterampilan dengan 
penghasilan yang belum memadai; dan 
d. dari keluarga tidak mampu secara ekonomi, tidak/belum pernah 
mengikuti program rehabilitasi, tidak mempunyai keterampilan sekaligus  
tidak mempunyai penghasilan yang memadai. 
(2) Penyelenggaraan perlindungan sosial berupa bantuan sosial sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 112, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 
 
BAB IX 




(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban melakukan pemeliharaan 
taraf kesejahteraan penyandang disabililas yang diarahkan pada pemberian 
perlindungan dan pelayanan agar penyandang disabilitas dapat memperoleh 
taraf hidup yang wajar. 
(2) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diberikan kepada penyandang disabilitas yang derajat kedisabilitasannya 
tidak dapat direhabilitasi dan kehidupannya secara mutlak tergantung pada 
bantuan orang lain. 
(3) Bentuk kegiatan pemeliharaan taraf kesejahteraan bagi penyandang 
disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa bantuan keuangan 
yang wajar dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan taraf kesejahteraan 








(1) Pemerintah Daerah wajib melibatkan partisipasi masyarakat termasuk 
didalamnya organisasi penyandang disabilitas. 
(2) Organisasi penyandang disabilitas tingkat daerah adalah mitra dari 
Pemerintah Daerah. 
(3) Pemerintah Daerah wajib berkonsultasi dengan penyandang disabilitas atau 
organisasi penyandang disabilitas yang mewakilinya tentang masalah 
kedisabilitasan. 
(4) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan dan pemberdayaan 
organisasi penyandang disabilitas. 
(5) Pemberdayaan organisasi penyandang disabilitas yang dimaksud ayat (4) 
dengan cara: 
a. memberikan pelatihan2 baik capacity building maupun keterampilan; 
b. memberikan bimbingan berorganisasi; 
c. memfasilitasi akses:  
(1) tempat usaha;  
(2) kegiatan; 
(3) modal hibah; 
(4) dana operasional organisasi; 
(5) perizinan; dan 
(6)  pemasaran. 
(6) Ketentuan peran serta pemberdayaan organisasi penyandang disabilitas 





(1) Setiap keluarga yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas 
wajib melindungi, memajukan dan menghormati hak asasi dan kebebasan 
penyandang disabilitas. 
(2) Setiap keluarga yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas 
dan/atau organisasi orangtua penyandang disabilitas wajib dilibatkan 
dalam perumusan kebijakan dan program yang berkaitan dengan 
penyandang disabilitas. 
(3) Badan Usaha milik pemerintah, koperasi, swasta, dan asing wajib ikut serta 
dalam upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, pemberdayaan, 








Masyarakat berperan melaporkan terjadinya pelanggaran terhadap  
penghormatan, perlindungan dan pelayanan hak penyandang disabilitas 




(1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk 
kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat 
apabila mengalami kerugian akibat tidak dilaksanakan atau dilanggarnya 
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. 
(2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, 
dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota 
kelompoknya. 
(3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan 





(1) Masyarakat berperan aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi 
tentang penghormatan, perlindungan dan pelayanan hak penyandang 
disabilitas. 
(2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 
bertujuan untuk : 
a. meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat, termasuk pada tingkat 
keluarga, mengenai penyandang disabilitas, dan untuk memelihara 
penghormatan atas hak-hak dan martabat para penyandang disabilitas;  
b. melawan stereotip, prasangka, dan praktik-praktik yang merugikan 
menyangkut penyandang disabilitas, termasuk yang didasarkan gender 
dan usia, dalam seluruh bagian kehidupan; dan 
c. memajukan kesadaran atas kemampuan dan kontribusi dari para 
penyandang disabilitas. 
(3) Masyarakat yang dimaksud dalam ayat (1) termasuk pemuka agama, tokoh 





(1) Masyarakat berperan untuk ikut memantau pelaksanaan penghormatan, 
perlindungan dan pelayanan hak penyandang disabilitas. 
(2) Masyarakat berhak mengusulkan mekanisme pemantauan independen 
terhadap pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pelayanan hak 
penyandang disabilitas. 
(3) Mekanisme pemantauan independen dilaksanakan oleh lembaga 




(1) Media berperan dalam menampilkan penyandang disabilitas secara positif 
dan konsisten. 
(2) Tampilan positif yang konsisten sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) 
bertujuan untuk: 
a.  menumbuhkan penerimaan atas hak-hak penyandang disabilitas;  
b. meningkatkan persepsi positif dan kesadaran sosial yang lebih besar 
terhadap para penyandang disabilitas;  
c. memajukan pengakuan terhadap keahlian, kualitas dan kemampuan 
penyandang disabilitas, serta kontribusi mereka pada tempat kerja dan 
pasar tenaga kerja; dan 








(1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perorangan yang 
berjasa dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas. 
(2) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada badan hukum dan 
lembaga negara yang mempekerjakan penyandang disabilitas. 
(3) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada penyedia fasilitas 
publik yang memenuhi persyaratan teknis aksesibilitas sebagaimana diatur 
dalam peraturan perundang-undangan. 
(4) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 
 
BAB XII 







(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan dalam 
upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, pemberdayaan, penegakan 
dan pelayanan penyandang disabilitas. 
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 
peningkatan kapasitas dan pengembangan serta pemberian informasi pada 
unsur pemerintah, penyandang disabilitas dan seluruh komponen 
masyarakat. 
(3) Pengawasan terhadap upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, 
pemberdayaan, penegakan dan pelayanan penyandang disabilitas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilakukan oleh lembaga yang 
memiliki kewenangan dibidang pengawasan. 
(4) Selain pengawasan internal, Pemerintah Daerah juga membentuk Komisi 
Daerah Disabilitas sebagai pengawasan eksternal. 
(5) Ketentuan pembentukan Komisi Daerah Disabilitas sebagaimana dimaksud 




(1) Untuk membantu kelancaran tugas Pemerintah Daerah dalam 
perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas, maka dibentuk Tim 
Koordinasi antar Organisasi perangkat Daerah (OPD). 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud 











(1) Seseorang atau kelompok orang dari jabatannya sebagai penyelenggara 
negara dan kemasyarakatan yang telah melakukan pelanggaran  terhadap 
pelayanan penyandang disabilitas dihukum dengan sanksi administrasi. 
(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 
a. pemberhentian secara tidak terhormat disertai penyebarluasan melalui 
media massa dikenakan kepada pelanggaran hak penyandang disabilitas 
yang timbul akibat kesengajaan yang sistematis; 
b. penurunan pangkat/kedudukan disertai penyebarluasan melalui media 
massa dikenakan kepada pelanggaran hak penyandang disabilitas yang 
timbul akibat kesengajaan biasa; 
c. penundaan kenaikan pangkat/kedudukan disertai penyebarluasan 
melalui media massa dikenakan kepada pelanggaran hak penyandang 
disabilitas yang timbul akibat kelalaian berat; 
d. pemindahan tugas (mutasi) ke lingkungan kerja yang lebih rendah 
kedudukannya disertai penyebarluasan melalui media massa dikenakan 
kepada pelanggaran pelayanan penyandang disabilitas yang timbul 
akibat kelalaian sedang; dan/atau 
e. teguran tertulis disertai penyebarluasan melalui media massa dikenakan 
kepada pelanggaran pelayanan penyandang disabilitas yang timbul 




(1) Sanksi administrasi dikenakan kepada pelaku pada umumnya  yang karena 
salahnya melakukan pelayanan penyandang disabilitas. 
(2) Sanksi  administrasi sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) meliputi : 
a. pencabutan/pembatalan izin usaha bagi lembaga/badan usaha atau 
orang yang mempunyai lembaga/badan usaha atau 
pembatalan/penghapusan/pembekuan dalam waktu tertentu 
hak/kesempatan sejauh tidak menyangkut hak yang diatur dalam 
hukum privat disertai penyebarluasan melalui media massa yang karena 
salahnya melakukan pelanggaran hak penyandang disabilitas dengan 
kesengajaan sistimatis; 
b. penurunan status hak/kesempatan sejauh tidak menyangkut hak 
sebagaimana diatur dalam hukum privat disertai penyebarluasan 
melalui media massa yang karena salahnya melakukan pelanggaran hak 
penyandang disabilitas dengan kesengajaan biasa; 
c. penundaan hak dan kesempatan yang sedang dalam upaya pengurusan 
disertai penyebarluasan melalui media massa yang karena salahnya 
melakukan pelanggaran hak Penyandang disabilitas dengan kelalaian 
berat; dan/atau 
d. peringatan disusul penyebarluasan melalui media massa yang karena 
salahnya melakukan pelanggaran pak Penyandang disabilitas dengan 




(1) Sanksi administrasi kepada seseorang atau kelompok orang  dari 
jabatannya sebagai penyelenggara negara sebagaimana dimaksud Pasal 126 
dan Pasal 127 diberikan kepada : 
a. setiap pejabat berwenang terkait pendidikan yang melarang 
penyandang disabilitas mengikuti pendidikan; 
b. setiap pejabat berwenang terkait pendidikan yang menolak 
penyandang disabilitas mengikuti pendidikan di sekolah yang 
diinginkan oleh penyandang disabilitas; 
c. setiap pejabat berwenang terkait kesehatan yang tidak memberikan 
atau menolak memberikan pelayanan kesehatan kepada penyandang 
disabilitas; 
d. setiap pejabat berwenang terkait penyelenggaraan angkutan umum 
yang tidak menyediakan aksesibilitas pada sarana dan prasarana 
perhubungan bagi penyandang disabilitas; 
e. setiap pejabat berwenang terkait penyediaan aksesibilitas pada 
fasilitas umum dan fasilitas sosial yang tidak menyediakan 
aksesibilitas pada fasilitas umum dan fasilitas sosial bagi penyandang 
disabilitas; 
f. setiap pejabat berwenang terkait penyelenggaraan olahraga yang tidak 
menyediakan aksesibilitas pada sarana dan prasarana olahraga bagi 
penyandang disabilitas; 
g. setiap pejabat berwenang terkait penyelenggaraan seni budaya dan 
pariwisata yang tidak menyediakan aksesibilitas pada sarana dan 
prasarana seni budaya dan pariwisata bagi penyandang 
disabilitas;dan/atau 
h. setiap pejabat berwenang terkait pengelola bangunan gedung yang 
tidak menyediakan aksesibilitas pada sarana dan prasarana bangunan 







(1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat 
pegawai negeri sipil pada OPD terkait di lingkungan pemerintah daerah 
yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya diberi wewenang khusus 
sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran 
Peraturan Daerah ini. 
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. melakukan pemeriksaan atas keterangan berkenaan dengan Peraturan 
Daerah ini; 
b. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 
laporan berkenaan dengan pelanggaran pidana dalam Peraturan Daerah 
ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan 
jelas; 
c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan adanya pelanggaran; 
d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan pelanggaran; 
e. memeriksa buku, catatan, dan dokumen berkenan dengan adanya 
tindakan pelanggaran; 
f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan 
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 
g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan terhadap pelanggaran; 
h. pejabat penyidik pegawai negeri sipil, memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan hasil penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian 
Negara Republik Indonesia; dan 
i. pejabat penyidik pegawai negeri sipil menyampaikan hasil penyidikan 








(1) Dipidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan 
atau denda paling banyak  Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 
terhadap: 
a. setiap orang dengan sengaja tidak memberikan kesempatan pendidikan 
kepada penyandang disabilitas dengan alasan kedisabilitasan; 
b. setiap orang dengan sengaja tidak memberikan kesempatan kepada 
tenaga kerja penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan;  
c. setiap perusahaan dengan sengaja memberikan perlakuan diskriminasi 
kepada penyandang disabilitas; 
d. setiap orang yang ditunjuk mewakili kepentingan penyandang disabilitas 
dilarang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, 
berkurang atau hilangnya hak kepemilikan penyandang disabilitas tanpa 
mendapat persetujuan dari Pengadilan Negeri;  
e. tenaga kesehatan yang melakukan tindakan medis, pengobatan dan 
pemasangan alat kontrasepsi bagi penyandang disabilitas tanpa 
mendapatkan persetujuan langsung atau tertulis dari penyandang 
disabilitas; 
f. setiap orang yang menghalangi hak penyandang disabilitas untuk 
memilih pejabat dalam bidang politik atau pejabat publik; 
g. setiap orang yang menghalangi atau menghilangkan hak penyandang 
disabilitas untuk dipilih sebagai pejabat dalam bidang politik atau 
pejabat publik; 
h. setiap orang yang meletakkan obyek apapun pada jalur pemandu dan 
ubin peringatan yang dibangun pada pedestrian dan trotoar; 
i. setiap orang yang melakukan pemasungan terhadap penyandang 
disabilitas; 
j. setiap orang yang menyuruh dan/atau mengusulkan pemasungan 
terhadap penyandang disabilitas; 
k. tenaga kesehatan dan petugas layanan rehabilitasi dan habilitasi yang 
melakukan tindakan kekerasan dan/atau tindakan lain yang 
merendahkan martabat penyandang disabilitas; 
l. setiap orang yang menghalang-halangi penyandang disabilitas untuk 
memilih tempat tinggal; 
m. setiap orang yang menyuruh penyandang disabilitas untuk melakukan 
tindak pelanggaran atau kejahatan; 
n. setiap orang yang menghasut penyandang disabilitas untuk melakukan 
tindak pelanggaran atau kejahatan; 
o. setiap orang yang menghalangi penyandang disabilitas untuk bersekolah; 
p. setiap orang yang memukul atau tindakan lain yang menyakiti bagian 
tubuh, menggunduli, memperkosa, melecehkan secara seksual, 
mengikat/merantai, mengurung, menjemur, melantarkan, berkata kasar, 
menghina, mengancam, memandikan di tempat umum atau tindakan 
lain yang merendahkan harkat dan martabat penyandang disabilitas;  
q. media massa yang untuk melakukan pemberitaan maupun menyiarkan 
segala bentuk acara yang bersifat menghina dan atau tindakan lainnya 
yang merendahkan harkat dan martabat penyandang disabilitas; 
r. setiap orang yang mengedarkan karya seni atau membuat pertunjukan 
yang terbukti merendahkan martabat dan identitas diri penyandang 
disabilitas; 
s. setiap orang yang melakukan pemberitaan maupun menyiarkan segala 
bentuk acara yang bersifat menghina dan atau tindakan lainnya yang 
merendahkan harkat dan martabat penyandang disabilitas; 
t. setiap Bank yang menolak nasabah dengan alasan disabilitas; 
u. setiap Layanan kesehatan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan 
swasta yang menolak menerima pasien penyandang disabilitas; 
v. setiap orang yang menghilangkan sebagian dan/atau sepenuhnya 
signage aksesibilitas yang telah terpasang dalam suatu bangunan umum 
dan lingkungan yang ada; 
w. setiap orang atau  badan usaha yang mendirikan bangunan dalam 
bentuk apapun diluar lahan kepemilikan orang atau kelompok atau 
badan usaha tersebut yang akan dan dapat menghalangi ketersediaan 
aksesibilitas di dalam bangunan, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang 
ada; dan 
x. setiap orang yang melakukan pengrusakan atas sebagian dan atau 
sepenuhnya terhadap ketersediaan sarana fisik aksesibilitas yang ada 
pada bangunan dan lingkungan tersebut. 








Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Bulukumba . 
 
Ditetapkan di Bulukumba 
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Diundangkan di Bulukumba 
pada tanggal 8 Februari 2018 
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